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vMOTTO
“Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan 
protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah 
semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai 
dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa 
menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa 
saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia”
Ahmad Wahib, dalam PergolakanPemikiran Islam
“Demokrasi dan sosialisme adalah sarana mencapai tujuan, bukan tujuan”
Jawarlal Nehru, mantan Perdana Menteri India
“Baca buku, keluar rumah, dan bertemu dengan orang lain adalah cara termudah 
untuk belajar bersyukur”
Eni Hamidah, Ibu Penulis
“Gotong-royong cerminan sikap muslim yang taat”
Irawan Sapto Adhi, Penulis
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) pemenuhan hak 
pendidikan waria di Yogyakarta, 2) upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ikatan 
Waria Yogyakarta (IWAYO) dalam memperjuangkan hak pendidikan anggotanya 
sebagai warga negara, 3) hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah 
dalam pemenuhan hak pendidikan waria di Yogyakarta. 4) hambatan-hambatan 
yang dialami oleh IWAYO dalam memperjuangkan hak pendidikan anggota 
sebagai warga negara. 
Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari informan yang sesuai 
dengan situasi sosial yang diteliti dan penentuannya menggunakan teknik 
purposive sampling. Adapun yang menjadi informan ialah pengurus IWAYO, tiga 
anggota IWAYO, pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Yogyakarta, Pusat Studi Wanita (PSW) UGM, dan lembaga pendidikan yang 
diwakili oleh pihak UNY.
Hasil penelitian menujukan bahwa: 1) Pemenuhan hak pendidikan waria di 
Yogyakarta belum terpenuhi. 2) Upaya-upaya yang dilakukan IWAYO dalam 
rangka memperjuangkan hak pendidikan anggota melalui mediasi dengan 
pemerintah daerah, kampanye anti kekerasan terhadap kaum waria, pentas seni, 
dan pendekatan dengan pers. 3) Hambatan-hambatan yang dialami oleh 
pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan waria di Yogyakarta, yakni: a) 
Tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang waria, b) belum ada pendataan 
oleh pemerintah. 4) Hambatan yang dialami oleh IWAYO dalam 
memperjuangkan hak pendidikan anggota sebagai warga negara, yakni a) 
rendahnya pendidikan kaum waria, b) rendahnya tingkat ekonomi. Semua pihak 
perlu memberikan perhatian kepada waria agar memperoleh hak pendidikan dan 
pekerjaan yang layak.
Kata kunci: Pemenuhan Hak Waria, Hak Pendidikan, Problem Waria
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Mengkaji tentang waria, patut diketahui bahwa waria merupakan 
bagian dari kelompok yang lebih luas, yakni LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, 
dan Transgender). Waria juga dikenal dengan istilah transgender atau 
transeksual. Terdapat dua jenis transgender: Male to Female (MTF) dan 
Female to Male. Sehingga waria bisa disebut dengan istilah ‘trans MTF’ atau 
‘trans woman’.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan 
Kementerian Dalam Negeri, tercatat jumlah waria di Indonesia pada 2005 
mencapai 400 ribu orang. Sedangkan, pada 2008 terdata oleh Yayasan 
Srikandi Sejati sebanyak 6 juta waria di Indonesia. Jumlah tersebut menurut 
Widodo Budi Darmo, Koordinator Arus Pelangi, sebuah organisasi yang 
bergerak memperjuangkan hak-hak dasar kalangan LGBT, mengalami 
pertambahan hingga pada tahun 2013 jumlah waria berada pada angka 7 juta 
jiwa. Jumlah itu tidak bisa dibilang sedikit.Waria di Indonesia menjadi 
penting untuk diperhatikan.
Waria merupakan sebuah pilihan hidup seseorang, yang perjalanannya
membutuhkan proses panjang. Bahkan pilihan tersebut tidak pula bisa 
dikatakan sebagai sebuah ‘pilihan’ yang didasarkan pada sebuah kebebasan 
untuk memilih. Seperti yang diungkap oleh M. Fadjroel Rachman, 
2KetuaLembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Ariayanto 
dan Rido Triawan, 2012:25) sebagai berikut:
Kebebasan itulah wajah manusia, tanpa kebebasan tak ada manusia. 
Tetapi ada momentum ketika masnusia tidak bisa memilih saat 
dilahirkan. Tak bisa memilih orang tua, negeri, rumah, tahun 
kelahiran, jenis kelamin, bahkan ‘kadang’ orientasi seksual. Semuanya 
datang dari kegelapan, dan kita semua tiba-tiba saja terbaring 
menangis di ranjang bayi entah di gubuk reyot, atau rumah mewah 
dan istana raja-raja.
Sebagai konsekuensi pemilihan hidup mereka, waria banyak 
menghadapi masalah dari dalam maupun dari luar. Hal tersebut dijelaskan 
lebih lanjut oleh Lerner dan Spanier (Koeswinarno, 2004:28) sebagai berikut:
Pertama, mereka cenderung mengalami kebingungan identitas. Kedua, 
adanya ketidakterimaan sosial dari lingkungan atas penentangan 
konstruksi gender. Selanjutnya, mereka juga menghadapi rumitnya 
legalitas, hukum norma tertulis maupun tidak tertulis yang 
menempatkan pada hak dan kewajiban, serta mereka juga memiliki 
dorongan seksual yang sama dengan manusia lainnya.
Waria hampir bisa ditemui di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya 
di Yogyakarta. Anggapan sebagai kaum minoritas masih menjadi alasan 
waria tidak jauh dari masalah diskriminasi. Untuk mewadahi aspirasi yang 
salah satunya membahas permasalahan diskriminasi tersebut, waria pun kerap 
membentuk komunitas-komunitas.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat dua komunitas waria 
yang cukup besar, yakni Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA) dan 
Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO). KEBAYA lebih berfokus terhadap 
kesehatan waria misalnya pada penanganankasus HIV/AIDS, Orang dengan 
HIV/AIDS (ODHA). Sementara IWAYO menjadi lembaga yang lebih 
berfokus pada bidang sosial dan kesenian.
3Perlakuan diskriminatif dari berbagai elemen masyarakat diakui oleh 
Ketua IWAYO, “SR” masih kerap terjadi menimpa dirinya dan beberapa 
anggota IWAYO lain yang mengadu. Menurut “SR”dalam wawancara 
prapenelitian banyakanggota IWAYO yangmengalami perlakuan 
diskriminatif baik dari keluarga, masyarakat, atau punpemerintah.
Menurut Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada (PSW 
UGM), Drs. Soeprapto, S.U., dalam kesempatan wawancara prapenelitian, 
tindakan diskriminatif yang terjadi kepada waria karena ada anggapan waria 
sebagai deviant atau individu yang melakukan penyimpangan. Tindakan 
diskriminatif di dalam keluarga misalnya tidak diakuinya mereka sebagai 
anggota keluarga dan terusir dari rumah. Kemudian dalam masyarakat 
misalnya waria yang kerap menjadi bahan cemoohan karena bentuk 
penampilan fisik mereka. 
Faktor utama yang menyebabkan perilaku diskriminasi dan 
intoleransiterjadi terhadap waria adalah maindsetmasyarakat yang hanya 
mengkategorikan manusia ke dalam dua jenis kelamin.C.S.T. Kansil 
(2003:182) menyebutkan bahwa pelanggaran (diskriminasi) terhadap 
seseorang paling banyak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan 
paradigma dan perilaku birokrasi.
Bentuk pandangan atau konstruksi sosial masyarakat tentang waria 
yang dianggap menyimpang berdampak sistemik dalam hal pemenuhan hak 
dan kewajiban waria sebagai warga negara secara utuh. Beberapa waria 
anggota IWAYO mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh akses 
4untuk memenuhi hak sipil merekamisalnya,hak untuk memiliki identitas, hak 
untuk bekerja, dan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum.
Di dalam kesempatan kerja, Ariyanto & Rido Triawan (2012:37)
menjelaskan bahwa kaum waria sering mendapatkan penolakan untuk bekerja
di sektor formal. Lambat laun, dengan konstruksi sosial dan pandangan 
strereotip itu maka suka dan tidak, sebagian kelompok wariaterpaksa menjadi 
pekerja seks (PS). Waria pun menerima tanpa disadari bahwa mereka hanya 
bisa menjadi PS. Beruntung bagi yang faham dan sadar, dengan ketrampilan 
yang dipunya, mereka kemudian bisa “keluar” memilih bekerja di bidang 
tertentu, misalnya salon dan tata busana. Penyebab dari masalah ini, hingga 
terjebak pada lingkaran setan (vicious circle) dengan bersinggungan juga 
dengan sulitnya kaum waria dalam mendapatkan pekerjaan sebagaimana 
masyarakat di luar adalah orientasi seksual mereka yang dianggap 
menyimpang.
Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FK UMY), M. Annas Fauzi pada 
tahun 2007 (Diakses dari http://bit.ly/1eMug5Dpada 27 September 2013, 
pukul 09.35 WIB), data persentase keahlian atau ketrampilan bisa dibagi 
menjadi ke dalam beberapa kelompok. Keahlian dan ketrampilan tersebut 
dimiliki oleh waria seperti masyarakat pada umumnya. Mereka melakukan 
aktivitas sesuai dengan minat dan bakat, sehinggatidakbanyak yang 
sekaligusdijadikansebagaipekerjaanpokok. Data presentase keahlian dan 
ketrampilan kaum waria di DIY adalah sebagai berikut:
5Tabel 1. Persentase Keahlian Waria di DIY
Sumber: Penelitian oleh M. Annas Fauzi, Mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FK UMY) pada tahun 2007







Dalam kehidupan pendidikanperan mereka (para waria) juga masih 
terbilang minim.“SR” mengungkapkan, berdasarkan dari pengalaman selama 
berorganisasi di IWAYO, beberapa dari anggota mengadu terkait dengan 
masalah ketersedian akses pendidikan yang diterima. Karena memilih atau 
telah menunjukan diri sebagai waria,mereka mendapat konsekuensi untuk 
tidak diterima/diakui oleh keluarga dan lembaga sekolah sebagai WNI pada 
umumnya hingga putus sekolah.Selain itu cerita miris lain menimpa salah 
satu anggota IWAYO bernama Rully. Rully terpaksa harus menanggalkan 
status pegawai negeri (PNS) sebagai guru di sebuah sekolah dasar (SD) 
lantaran mempertahankan status atau orientasi seksual sebagai waria.
Pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi Rully untuk tetap bekerja. 
Dia mendapat tekanan mental.
Hal lain yang menjadi permasalahan ialah adanya benturan dengan 
nilai-nilai agama. Sebagai makhluk Tuhan, kaum waria juga memiliki 
kebutuhan spiritual sama halnya dengan manusia lainnya. Hak untuk 
6beragama merupakan hak dasar yang tidak bisa dipaksakan atau direnggut 
oleh siapa pun. 
Salah seorang anggota IWAYO yang juga pendiri pondok pesantren 
Senin Kamis, “MY” (Dalam http://bit.ly/1fROGwc yang diakses tanggal 28 
September 2013, pukul 13.03 WIB) mengungkapkan menjadi waria adalah 
sebuah takdir yang harus dijalani,“kami jadi waria bukan karena pilihan, 
maupun pengaruh lingkungan, tapi takdir Allah SWT. Kenapa mau beragama 
susah?”. Oleh karena alasan tersebut, “MY” pula berinisiatif mendirikan 
pesantren dengan tujuan mewadahi kegiatan keagamaan kaum waria di 
Yogyakarta. Apa daya, namun keberadaan pesantren tersebut kerap 
mengundang penolakan dari kalangan agama yang menolak keberadaan 
adanya waria.
Mantan Ketua PP Muhamadiyah yang juga sekarang menjabat sebagai 
Direktur Syafii Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif, dalam endorsmen di 
halaman sampul belakang buku Hak Kerja Waria: Tanggungjawab Negara 
karya Aryanto dan Rido Triawan, mengemukakan pandangan mengenai 
fenomena waria sebagai berikut:
“Menjadi waria bukanlah kehendaknya, tetapi kenyataan yang ‘ganjil’ 
telah melingkari dirinya. Seorang waria semestinya diperlakukan 
sebagai manusia penuh yang harus diberi kesempatan untuk 
mendapatkan akses pendidikan dan lapangan kerja tanpa diskriminasi. 
Sudah tentu diperlukan pendekatan psikologis untuk berdialog dengen 
mereka”.
Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang diberikan oleh 
Tuhan. Wacana hak-hak manusia (human rights) tampaknyasudah bisa 
diterima sebagai bagian dari pikiran bangsa Indonesia negara tidak 
7diperkenankan untuk merenggut hak asasi warga negaranya, justru negara 
harus menjamin warga negaranya terpenuhi hak asasinya. 
Di Indonesia HAM diatur dan dijamin dalam Undang-undang Dasar
(UUD) 1945.Pasal 27 ayat (1) misalnya, berbunyi “segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”. Selanjutnya pada Pasal 28I ayat (2) juga menjamin 
keterlaksanaan keadilan pemenuhan HAM, “Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terahadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.
Pasal-pasal yang mengatur tentang HAM dalam UUD 1945 
selanjutnya diturunkan dalam aturan pelaksana yakni Undang-undang No. 39 
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU tentang HAM, pasal 3 
ayat (3) menyebutkan bahwa,“Setiap orang berhak atas perlindungan hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Ini artinya 
tidak ada diskriminasi terhadap hak baik pria maupun wanita, miskin atau pun 
kaya termasuk waria, semua hak asasi sebagai manusia hendaknya dilindungi.
Hak Asasi Manusia juga menjadi masalah bersama di dunia, sejak
tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang 
memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar. Tujuannya ialah agar 
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warga negaranya. 
Dalam perkembangannya DUHAM dipecah menjadi dua yakni 
Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) dan 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP). KIHESBtelah 
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And 
Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial 
Dan Budaya).
Meratifikasi KIHESB artinya,Indonesia terikat secara hukum dan 
kebijakan dalam menunaikan kewajiban (obligation) untuk menghormati (to 
respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak manusia. 
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada 
diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus 
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, 
atau dirampas oleh siapapun. Satu kewajiban tambahan adalah bahwa bangsa 
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, 
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
Selain itu, negara juga wajib melakukan pemenuhan atas hak atas 
pendidikan terhadap seluruh lapisan masyarakat, ini sesuai dengan pasal 13 
KIHESB yang berbunyi sebagai berikut:
“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang 
atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus 
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kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas 
hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka 
selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua 
orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang 
bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan 
antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan 
lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk memelihara perdamaian.”
Di dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya yang di dalamnya tercantum hak pendidikan, peran negara harus besar
karena hak-hak sipil dan politik tergolong ke dalam positive right, yaitu hak-
hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan terealisasi maka diperlukan 
keterlibatan negara yang besar. Negara hendaknya bersifat intervensions, 
maka hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan didorong dan 
“disediakan” oleh negara. Jadi, jelas negara tidak berhak untuk melakukan 
diskriminasi terhadap warga negara kaitannya dengan hak pendidikan. 
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 8 juga menyebutkan bahwa “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan 
Pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab 
Pemerintah”. Pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan 
Nasional menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya dinikmati oleh seluruh 
warga negara. Jadi jelas bahwa jika memang HAM danhak pendidikan waria 
tidak terpenuhi, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Meski aturan sudah tegas berbunyi demikian tetapi para waria masih 
saja kesulitan dan terus berupaya melakukan pelbagai kegiatan guna 
memenuhi hak pendidikan mereka. Hak pendidikan tersebut menjadi dasar 
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untuk memperoleh hak-hak lain seperti hak ekonomi (pekerjaan).Para waria
merasa bahwa pemerintah masih menutup sebelah mata dalam memberikan 
layanan pemenuhan hak secara adil kepada mereka.
Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian 
dengan judulPemenuhan Hak Pendidikan Waria di Yogyakarta (StudiKasus 
di Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)). Dengan harapan akan ditemukan 
kebenaran tentang pemenuhan hak pendidikan waria sebagai warga negara.
B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang di atas, peneliti dapat melakukan identifikasi 
masalah sebagai berikut:
1. Peraturan dibuat untuk melindungi setiap warga negara tetapi karena
disebabkan oleh paradigma dan perilaku birokrasidalam pelaksanaaannya,
masih ada bentuk diskriminasi bagi para waria.
2. Masih ada waria yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak 
pendidikan sebagai warga negara, padahal selayaknya adalah setiap 
warga negara memiliki hak pendidikan yang sama.
3. Masih ada anggapan negatif terhadap kaum waria hingga memicu
perlakuan yang tidak sama (diskriminasi) dari warga masyarakat lainnya.
4. Pemerintah dirasa masih kurang dalam malakukan upaya pemenuhan hak 
pendidikan kepada kaum waria. Hak pendidikan tersebutsemestinya bisa 
dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali secara penuh atau utuh.
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5. Merujuk kepada undang-undang, setiap warga negara dijamin dalam
pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Jaminan itu dirasa 
masih tidak berlaku pada waria karena banyak dari mereka yang justru 
bekerja sebagai pekerja seks komersial.
C. Pembatasan Masalah
Dari beberapa identifikasi masalah di atas, peneliti membatasinya 
pada masalah:
1. Setiap warga negara memiliki hak pendidikan yang sama tetapi masih ada 
waria yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak pendidikan
sebagai warga negara.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di rasa masih belum optimal
dalam pemenuhan hak pendidikan waria sebagai bagian warga negara 
yang semestinya bisa dinikmati sepenuhnya.
D. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah 
sebagai berikut:
1. Apakah hak-hak pendidikanwaria di Yogyakarta sudah terpenuhi?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh IWAYO dalam memperjuangkan 
hak pendidikananggotanya sebagai warga negara?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah dan IWAYO dalam upaya 
pemenuhanhak pendidikan waria di Yogyakarta?
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E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan:
1. Hak pendidikan waria di Yogyakarta sudah terpenuhi atau belum.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh IWAYO dalam memperjuangkan hak 
pendidikananggotanya sebagai warga negara.
3. Hambatan yang dihadapi pemerintah dan IWAYO dalam upaya 
melindungi hak pendidikan waria di Indonesia khususnya di Kota 
Yogyakarta.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 
secara teoretis maupun praktis.
1. Manfaat teoritis:
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah 
pengetahuan guna menangani masalah hak pendidikan waria. 
Penanganan kaum waria menjadi salah satu tugas para pekerja sosial 
yang pada dasarnya dibentuk dari Jurusan Pendidikan Luar 
Sekolah(PLS). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan 
sekaligus salah satu referensi bagi penelitian lain untuk membahas materi 
yang relevan dengan penelitian ini.
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2. Manfaat praktis:
a. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat  menjadi bahan pertimbangan atau 
pun rujukan bagi pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki 
layanan publik (pendidikan) dan meningkatkan perlindungan bagi 
para kaum waria di Yogyakarta.
b. Bagi Kaum Waria
Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kaum waria agar bisa 
bertindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia guna memenuhi 
hak pendidikannya.
c. Bagi Universitas
Dengan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi pendidik dan 
mahasiswa dalam bidang sosial sehingga dapat mengenalkan serta 
menghargai sisi lain kehidupan masyarakat: waria.
G. Batasan Pengertian
Pembatasan atau definisi operasional diperlukan untuk lebih 
memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan mengindari 
kemungkinan kesalahan yang terjadi. Berikut beberapa pembatasan atau 
definisi istilah dalam penelitian:
1. Pemenuhan
Pemenuhan adalah keadaan dimana membuat sesuatu menjadi penuh 
tidak kurang dari yang seharusnya.
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2. Hak Pendidikan
Hak pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara untuk 
memperoleh akses pendidikan.
3. Waria
Waria adalah gender untuk menggolongkan orang-orang yang mengalami 
penyimpangan seksual yakni orang yang secara fisik laki-laki, namun 
merasa dirinya sebagai perempuan sehingga ia mengubah untuk 
menyerupai perempuan pada umumnya (secara penampilan dan perilaku).
4. Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)
IWAYO adalah sebuah wadah yang menaungi waria-waria di Yogyakarta 
yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat waria sehingga 
memiliki posisi yang sama seperti masyarakat lainnya.
5. Pemenuhan hak pendidikan waria di Yogyakarta (Studi Kasus di 
Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO))
Pemenuhan hak pendidikan waria di Yogyakarta (Studi Kasus di Ikatan 
Waria Yogyakarta (IWAYO)) adalah upaya untuk menjadikan waria di 
Yogyakarta (dalam hal ini waria anggota IWAYO) sebagai individu yang
diperlakukan layaknyamanusia sebagaimana hakekatnya yang sama 
dengan manusia lainnya dan sebagai warga negara yang memiliki akses 






1. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia
a. Hak Asasi Manusia
Menurur El-Muhtaf (2009:14) hak asasi manusia (HAM) adalah 
hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia 
secara universal. HAM dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. 
Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah droit de l’ homme
dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia”. Hak asasi manusia 
dalam bahasa Inggrisnya adalah human rights, sedangkan dalam bahasa 
Belanda disebut dengan menselijke rechten (Joko Sulisyanto, 1997:14). 
Di Indonesia pada umumnya dipergunakan istilah “hak-hak asasi” 
atau “hak-hak dasar” yang merupakan terjemahan dari basic rights
(bahasa Inggris) dan grodrechten(bahasa Belanda).Hak asasi manusia 
sering disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam 
bahasa Inggris disebut natural rights, human rights, dan fundamental 
rights, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah grond 
rechten, mensen rechten, rechten van den mens (Effendi, 1994:15).
Hak asasi manusia menurut John Locke, salah seorang filsuf abad 
17 diartikan sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang 
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati (Rosyada, dkk, 2005: 200). 
Sebuah postulasi pemikiran yang diajukan oleh John Locke bahwa 
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semuaindividu dikaruniai oleh Tuhan hak yang melekat atas hidup, 
kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara 
sekalipun. 
Melalui suatu kontrak sosial perlindungan atas hak-hak yang tidak 
dapat dicabut ini diserahkan kepada negara dengan tujuan agar negara 
dapat menjamin dan melindungi terlaksananya hak-hak tersebut. Jika 
sampai negara mengabaikan hak-hak tersebut maka oleh Locke 
diperbolehkan untuk menurunkan sang penguasa dan menggantinya 
dengan suatu pemerintahan yang bersedia untuk menghormati dan 
menjamin hak-hak tersebut.
Keutuhan hak asasi manusia bukan tergantung dari pengakuan 
manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh 
manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
hak yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang 
mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, 
artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil 
oleh siapapun.
Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
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setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.
Berdasarkan beberapa perumusan pengertian di atas ada kesamaan 
bahwa HAM merupakan hak yang bersifat mendasar atau kodrati. Dapat
ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak mendasar yang 
melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang harus 
dijunjung tinggi, dihormati, diperjuangkan, dan dilindungi oleh setiap 
individu, masyarakat, serta negara.
Pemikiran hak asasi manusia yang berkembang di dunia saat ini 
tidak akan terlepas oleh pengaruh pemikir-pemikir aliran natural rights 
(hak alami). Pemikir aliran natural rights menggambarkan HAM sebagai 
universal inalienable (tidak bisa dilenyapkan) dan inviolable (tidak dapat 
diganggu gugat). Namun, hak alami juga tidak dapat dipisahkan dengan 
hak hukum (legal rights) hasil pemikiran para pemikir aliran positivist. 
Hak hukum sendiri merupakan hak seseorang dalam kapasitanya sebagai 
subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. 
Hak alami membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan 
diberlakukan secara konkret dalam kehidupan (El-Muhtaj, 2009: 49). 
Namun hak hukum juga harus memiliki kerangka fundamental berupa 
nilai-nilai filosofis dalam bingkai alamiah manusia yang terangkai dalam 
hak alami (natural rights).
Kecenderungan sebuah negara yang beraliran hukum dan filsafat 
positivist akan menimbulkan sebuah gejolak. Ini dibuktikan  dengan 
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bencana Perang Dunia II yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi 
manusia luar biasa seperti genocide. Namun, sebelum Perang Dunia II 
pecah, penegakan HAM sendiri sudah lama muncul.
Negara Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di 
dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Perjuangan tersebut 
tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil 
disusun dan disahkan. Pada tahun 1215 dengan ditandatanganinya Magna 
Charta oleh Raja John Lackland, orang mencatat peristiwa itu sebagai 
permulaan dari sejarah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
yang seperti dikenal sekarang ini. Sebenarnya Magna Charta bukan 
sebagai cikal bakal kebebasan warga Inggris. Sesungguhnya Magna 
Charta hanya kompromi pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para 
bangsawannya.
Selanjutnya terdapat pula salah satu upaya sejarah penegakan HAM 
pada tahun 1689 dengan lahirnyaBill of Rights, yang berisi penegasan 
tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk 
melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, 
menyiksa, dan mengirimkan tentara ke siapa pun. Kemudian, dipertegas 
lagi lewat Declaration of Independence, tahun 1788, asasnya pengakuan 
persamaan manusia (Effendi, 1994: 31). 
Pada tanggal 4 Agustus 1789 dikeluarkan Deklarasi Hak-hak Asasi
Manusia dan Warga Negara(Declaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) di Perancis 
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dengan titik berat kepada lima hak asasi pemikiran harta (propiete), 
kebebasan (lierte), persamaan (egalite), keamanan (securite), dan 
perlawanan terhadap penindasan (resistance a l’oppression). Dalam 
deklarasi tersebut ditegaskan dalam:
Pasal 1: semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam 
hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.
Pasal 2: tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat 
dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak 
milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan)
(Effendi, 1994: 30).
Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi 
Manusia/DUHAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) 
pada tanggal 10 Desember 1948 menjadi tonggak tinggi atas perhatian 
terhadap pemenuhan segala HAM kepada semua masyarakat tanpa 
diskriminasi. DUHAM merupakan konsensus dunia setelah mengalami 
Perang Dunia II. Dalam deklarasi PBB tersebut termuat hak-hak paling 
dasar yang diakui sebagai inaliable rights of all members of the human 
family (Lubis, 2005: 188). Kemudian secara rinci hak asasi manusia yang 
harus dihormati antara lain:
1) Hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi (pasal 3);
2) Larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa yang kejam, 
tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (pasal 5);
3) Hak atas penegakan hukum (pasal 6);
4) Hak atas perasamaan di hadapan hukum dan atas 
nondiskriminasi dalam pemberlakuannya (pasal 7);
5) Hak atas pemulihan (pasal 8);
6) Larangan terhadap penangkapan penahanan atau pengasingan 
sewenang-wenang (pasal 9);
7) Hak atas pengadilan yang adil (pasal 10);
8) Praduga tidak bersalah dan larangan terhadap hukum ex post 
facto (pasal 11);
9) Hak atas privasi (pasal 12);
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10) Hak atas kebebasan bergerak (pasal 13);
11) Hak memiliki kewarganegaraan (pasal 15);
12) Hak untuk menikah dan mendirikan sebuah rumah tangga (pasal 
16);
13) Hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17);
14) Dan hak untuk kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama 
(pasal 18).
Jadi pentingnya kedudukan HAM yang merupakan inti dari sistem 
demokrasi harus dipertahankan dan diperjuangkan sesuai dengan hukum 
yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Ismail Sunny dengan jelasnya, 
“Suatu masyarakat baru bisa disebut berada dalam rule of law apabila ia 
memiliki syarat-syarat esensi tertentu, antara lain harus terdapat kondisi-
kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak-hak asasi manusia 
dan human dignity akan dihormati”.
b. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Nilai-nilai HAM merupakan nilai-nilai yang ada di seluruh 
kebudayaan dan agama di dunia, tidak secara spesifik terdapat dalam 
lingkup kebudayaan atau agama-agama tertentu. Hampir seluruh nilai-
nilai yang ada di dunia mengagungkan penghormatan pada kehidupan 
dan martabat manusia.
Terdapat beberapa konsep atau paham hak asasi manusia yang 
berkembang di dunia dan dapat digunakan sebagai pembanging. 
Perkembangan HAM sejalan dengan perkembangan paham liberalisme, 
sosialisme, dan pemikiran tentang demokrasi. Hal tersebut selanjutnya 
dijelaskan Zainal Abidin, Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat (ELSAM), Jakarta. dalam artikel ilmiah “Perlindungan Hak 
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Asasi Manusia di Indonesia” (Diakses dari http://bit.ly/1i15uUC pada 27 
September 2013, pukul 09.37 WIB) sebagai berikut:
Pengaruh paham liberalisme, mendalilkan kebebasan sipil individu 
untuk memenuhi diri sendiri tanpa pengaruh dari luar, yang 
kemudian memunculkan kebebasan liberal sebagai hak-hak 
sipilpasif untuk tidak diganggu (terutama oleh negara), dan 
kebabasan demokratik terhadap negara sebagai hak-hak politik 
untuk berpartisipasi. Paham ini kemudian mendapatkan kritik dari 
aliran sosialis yang menolak ajaran liberalismetentang pemisahan 
negara dan masyarakat, perlunya rekonsiliasi kepentingan individu 
dan masyarakat, serta persyaratan-persyaratan hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya lebih dahulu daripada hak-hak sipil dan politik.
Dalam paham liberal, Effendi (1994: 19) menyebutkan hak asasi 
manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, 
sosial sebelumnya yang bersifat absolut, yang seharusnya keberadaan 
negara untuk menjamin hak asasi manusia. Dengan demikian hak-hak 
individu bersifat mutlak dan harus dijunjung tinggi oleh negara, 
pemerintah dan organisasi-organisasi yang ada.
Sedangkan pada konsep sosialis, mulai dari Karl Max, menurut L. 
Henkin (Effendi, 1994: 21) makna hak asasi tidak menekankan pada hak 
terhadap masyarakat, justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat.
Hak asasi bukan bersumber hukum alam, tetapi pemberian dari penguasa 
(pemerintah, negara), sehingga kadar dan bobotnya bergantung kepada 
negara.
Jadi memang kedua konsep hak asasi manusia di atas dapat 
dikatakan saling bertolak belakang, jika dalam konsep liberal 
memberikan hak kepada individu adalah hal yang mutlak, sementara 
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dalam konsep sosialis pemberian hak harus sesuai dengan kehendak 
negara.
Sementara itu, perdebatan tentang HAM di Indonesia telah 
mencuat sejak proses pembentukan negara Indonesia oleh para founding 
fathers. Mohammad Hatta yang kala itu didukung oleh Muhammad 
Yamin menghendaki agar hak warga negara dijamin secara eksplisit 
dalam konsitusi. Tujuannya agar, negara yang terbentuk nantinya tidak 
menjadi “negara kekuasaan”.
Kehendak Mohammad Hatta ditolak keras oleh Soepomo yang 
memiliki pandangan mengenai ide negara integralistik yang menurutnya 
cocok dengan sifat dan corak masyarakat Indonesia (Smith, dkk, 2009: 
239). Menurut faham tersebut negara harus bersatu dengan seluruh 
rakyatnya. Dalam negara demikian, tidak ada pertentangan antara 
susunan hukum negara dengan susunan hukum individu. Oleh karena itu, 
hak individu tidak relevan dalam paham negara integralistik, sebaliknya 
kewajiban asasi kepada negara dianggap lebih relevan.
Melalui perdebatan dengan suatu kompromi hak warga negara yang 
diajukan oleh Hatta diakomodasi dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 
1945. Konsitusi yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 
mengakomodasi hak warga negara namun masih terbatas. Pasal-pasal 
dalam UUD 1945 yang menjamin HAM antara lain pasal 27, pasal 28, 
pasal 29, pasal 33, dan pasal 34.
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Ada satu hal yang menjadi catatan dalam konstitusi Indonesia 
adalah tidak ditemukannya satu pun perkataan “hak asasi manusia” baik 
di Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Namun, itu tidak 
menjadi masalah besar, meski tidak ada perkataan HAM, kita dapat 
menemukan “Hak dan Kewajiban” warga negara yang merupakan 
pengaturan HAM. Ini adalah sebuah keberhasilan perumusan HAM 
dalam UUD 1945 dan sebuah kenyataan bahwa Indonesia ternyata lebih 
awal memberlakukan sebuah UUD yang mengatur perihal dan penegakan 
HAM di Indonesia sebelum lahirnya UDHR/DUHAM.Keputusan pendiri 
bangsa semacam itu, merupakan keputusan yang sangat bijaksana. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan baik DUHAM maupun konstitusi 
yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaturan 
HAM dalam konstitusi  merupakan hal yang penting serta menjadi 
gambaran sebuah komitmen negara atas upaya penegakan hukum dan 
penjaminan HAM.
Sesuai dengan ideologi yang dianut oleh Indonesia yakni Pancasila. 
Pancasila dijadikan dasar bagaimana hak asasi manusia di Indonesia 
ditegakkan.Menurut Miriam Budiardjo (Effendi, 1994: 50) asas Pancasila 
mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung 
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, 
kultural dan pendidikan.
2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh 
oleh sesuatu kekuatan-kekuatan lain apa pun.
3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.
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Berdasarkan kenyataan bahwa manusia ditempatkan sebagai 
makhluk Tuhan yang memiliki kodrat sebagai makhluk individu 
sekaligus makhluk sosial, dikemukakan oleh Setiardja (1993:169-171) 
perumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia ialah 
sebagai berikut:
1) Berkaitan dengan sila I
a) Hormat-menghormati antara pemeluk agama dan penganut 
kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina 
kerukunan hidup.
b) Kebebasan agama adalah salah satu hak yang paling asasi 
di antara HAM.
2) Berkaitan dengan sila II
a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan 
persamaan kewajiban antara sesama manusia.
b) Tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, 
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit.
c) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
3) Berkaitan dengan sila III
a) Manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta 
kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas 
kepentingan pribadi dan golongan.
4) Berkaitan dengan sila IV
a) Manusia Indonesai sebagai warga negara dan warga 
masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan 
kewajiban yang sama.
b) Dalam menggunakan hak-haknya, manusia Indonesia 
menyadari perlunya selalu memperhatiakn dan 
mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan 
masyarkat.
5) Berkaitan dengan sila V
a) Bersikap adil terhadap sesama.
b) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
c) Menghormati hak-hak orang lain.
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV juga mengandung pokok 
pikiran penting berkaitan dengan hak asasi manusia (Setiardja, 1993: 
164). Pokok pikiran tersebut berbunyi “Negara berdasarkan atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 
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beradab”. Oleh karenaitu, UUD harus mengandung isi, yang mewajibkan 
pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi 
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral 
rakyat yang luhur.
Karena itu, secara eksplisit pasal-pasal UUD 1945yang mengatur
hak asasi manusia dapat dilihat dalam pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 
33. Sehingga, jika dapat kita simpulkan bahwa sesuai dengan Ideologi 
Pancasila dan konstitusi UUD 1945, didalamnya mengakui dan 
menghargai hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak kodrati.
Jadi, hak asasi manusia yang diakui di Indonesia ialah hak yang 
berjalan sesuai dengan ideologi Pancasila serta sesuai dengan UUD 1945.
Hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia juga tidak boleh 
bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, hal ini sesuai dengan sila 
pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, meskipun hak asasi 
manusia itu dijamin dan dilindungi tetapi juga tidak boleh bertentangan 
dengan nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia.
c. Hak Pendidikan
Sebagaimana telah dijelaskan di atas kaitannya dengan hak-hak apa 
saja yang ditabulasikan dalam DUHAM, pada perjalanannya mengalami 
perkembangan. Dalam perkembangannya, hak-hak itu digolongkan 
menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yakni 
Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
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(KIHESB) dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
(KIHSP).
Sebenarnya kedua bagian hak tersebut saling berhubungan. Allan 
McChesney (2003: 25) menyebutkan bahwa di negara yang hak sipil dan 
politiknya dihargai, akan lebih mudah untuk memenuhi hak ekonomi, 
sosial dan budaya. Sebaliknya, pelanggaran hak sipil dan politik 
menyebabkan semakin memperburuk pelanggaran terhadap hak ekonomi, 
sosial dan budaya. Mengadvokasi hak ekonomi, sosial dan budaya dapat 
menimbulkan risiko jika tidak ada perlindungan yang memadai bagi 
kebebasan dan jaminan seseorang (hak sipil dan politik). Bahaya dapat 
muncul bagi mereka yang menentang rencana dan aktivitas elit yang 
berkuasa.
Realita sekarang, berbeda dengan advokasi terhadap hak-hak sipil 
dan politik, advokasi terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 
tidaklah terartikulasi dengan baik dan lantang dalam gerakan advokasi 
hak asasi manusia. Kurang lebih dari empat dekade gerakan advokasi hak 
asasi manusia lebih menekankan advokasi mereka pada isu-isu disekitar 
hak-hak sipil dan politik (civil liberties). Sementara advokasi terhadap 
isu-isu hak ekonomi, sosial dan budaya kurang mendapat perhatian yang 
memadai; ia menjadi seperti “anak tiri” dari gerakan advokasi hak asasi 
manusia. Fenomena ini bukan hanya di Indonesia, melainkan sudah 
merupakan fenomena global. 
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Dalam tinjauan yang dipaparkan oleh Christ Jochnick dalam 
sebuah tulisan berjudul A New Generation of Human Rights Activism 
(Human Rights Dialague: Carnegie Council,1997) dikatakan bahwa 
organisasi-organisasi hak asasi manusia Internasional seperti Amnesty 
Internasional atau Human Rights Wacht, mempunyai peranan yang 
sangat besar dalam mengarahkan gerakan advokasi hak asasi manusia itu 
terpusat pada hak-hak sipil dan politik. Sekarang saatnya kecenderungan 
ini dirubah, bukan mengubahnya dengan balik memusatkannya pada hak-
hak ekonomi,sosial dan budaya. Tetapi meletakkan ke dalam perspektif 
indivisibility, yaitu meletakkannya ke dalam saling-kaitan antara kedua 
kategori hak tersebut. Bukan memisah-misahkannya seperti sebelumnya.
Tidak berbeda dengan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak 
asasi manusia internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil dan 
politik ia menjadi bagian dari the international bill of human rights. 
Sebagai bagian dari international bill ofhuman rights, kedudukan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya dengan demikian sangat penting dalam 
hukum hak asasi manusia Internasional; ia menjadi acuan pencapaian 
bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat ditempatkan di bawah 
hak-hak sipil dan politik-sebagaimana telah dikesankan selama ini.
Hak memperoleh pendidikan menjadi salah satu perhatian dalam 
advokasi hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam UU Nomor 11 Tahun 
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2005 tentang pengesahan KIHESB pasal 10 dijelaskan bahwa pendidikan 
secara alamiah ditanggung  oleh keluarga.
“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa: Perlindungan 
atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang 
merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan 
masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu 
keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan  pendidikan anak-
anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus 
dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon 
mempelai.”
Pada UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan 
KIHESBPasal 13 dan 14 sampai menetapkan setiap manusia mempunyai
hakuntuk memperoleh pendidikan. Pemenuhan hak tersebut dilindungi 
oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak 
pendidikannya secara sewenang-wenang. Berikut ini adalah penjelasan 
pasal-pasal tentang hak pendidikan yang tercantum dalam bab penjelasan 
UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan KIHESB:
a) Pasal 13:Bahwa Negara-negara Pihak pada Kovenan ini 
mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui 
bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan 
kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga 
dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan 
kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju 
bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang 
bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta 
persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, 
etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
b) Pasal 14: bahwa Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang 
pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan 
wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah 
perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus 
berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan 
menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara 
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progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus 
melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi 
semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan 
tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa hak memperolehpendidikan adalah hak 
yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat direnggut oleh siapa 
pun termasuk negara. Hak pendidikan menjadi tanggung jawab negara -
meminjam istilah yang digunakan Komisi Hukum Internasional- dalam 
bentuk obligations of result. Hak pendidikanadalah hak yang berkaitan 
dengan pengarahan manusia pada perkembangan kepribadian yang 
seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat 
penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. 
Pemenuhan hak pendidikan menjadi upaya meningkatkan rasa 
pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua 
kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan 
PBB untuk memelihara perdamaian.
2. Tinjauan Umum Tentang Waria
a. Waria
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 1556) 
memberi arti bahwa waria atau wanita pria ialah pria yang bersifat dan 
bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai 
wanita; wadam (hawa dan adam). 
Waria merupakan orang laki-laki yang memiliki bentuk biologis 
laki-laki namun memiliki sikap seperti perempuan atau bahkan sampai 
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merubah penampilan seperti perempuan. Waria juga dikenal dengan 
istilah transgender atau transeksual. Terdapat dua jenis transgender: Male 
to Female (MTF) dan Female to Male. Sehingga waria bisa disebut 
dengan istilah ‘trans MTF’ atau ‘trans woman’.
Seorang transeksual, secara jenis kelamin (jasmani) sempurna dan 
jelas, tetapi secara psikis cenderung menampilkan diri sebagai lawan 
jenis. Pada transeksualyang dipentingkan adalah kondisi psikisnya bukan 
pada pakaian yang dikenakan. Sehingga, kondisi waria yang disebabkan 
oleh psikologi dapat digolongkan dalam kelompok transeksual, karena 
sejak dilahirkan mereka memiliki alat kelamin laki-laki, namun suatu 
ketika ada dorongan untuk menolak bahwa dirinya seorang laki-laki.
Menurut Koeswinarno (2004:12) seorang transeksual secara psikis 
merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya sehingga 
mereka memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain.
Ariyanto dan Rido Triawan (2012:32) menjelaskan bahwa
transeksual adalah seorang yang merasa terdorong untuk menjadi 
seseorang dengan kelamin berlawanan.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa waria merupakan 
sebuah bentuk penyimpangan seksual, bentuk konstruksi sosial di mana 
seseorang merasa dirinya bukanlah dirinya yang secara fisik, sehingga 
menimbulkan penolakan dan melakukan perubahan diri secara fisik 
menyerupai lawan jenisnya.
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Zunly Nadia (2005: 39) menyebutkan ciri-ciri kaum waria 
transeksual sebagai berikut:
a. Identifikasi transeksual harus sudah menetap minimal dua 
tahun dan merupakan gejala dari gangguan jiwa lain seperti 
skizofrensia atau berkaitan dengan kelainan interseks, genetik 
atau kromosom.
b. Adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari 
lawan jenisnya biasanya disertai perasaan risih dan 
ketidakserasian anatomi tubuhnya.
c. Adanya keinginan untuk mendapatkan terapi hormonal dan 
pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin 
dengan jenis kelamin yang diinginkan.
Adapun ciri-ciri untuk mengetahui adanya masalah identitas dan 
peran jenis adalah:
1) Individu menampilkan identitas lawan jenisnya secara kontinu.
2) Dorongan yang kuat untuk berpakaian seperti lawan jenisnya.
3) Minat dan aktivitasnya berlawanan dengan jensi kelaminnya.
4) Penampilan fisik hampir menyerupai lawan jenisnya.
5) Perilaku individu yang terganggu identitas dan peran jenisnya 
sering menyebabkan mereka ditolak oleh lingkungannya.
6) Bahasa dan nada suara seperti lawan jenisnya (Nadia, 2005: 39-
40).
Dalam upaya merubah bentuk dirinya kerap kali mendapat 
kecaman atau reaksi keras dari orang-orang sekitar. Meski memang di 
satu sisi waria masih dipandang sebagai individu yang patologis sehingga 
dia perlu dikasihani, namun tidak menutup penerimaan pencelaan di 
sana-sini harus diterima.
Secara kultural, menurut Irwan Abdulah (Nadia, 2005: 49) dunia 
waria belum sepenuhnya ditempatkan dalam sistem pandangan dunia, di 
mana sebenarnya bentuk-bentuk ekspresi simbolis seksualitas merupakan 
produk dari pandangan itu.
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Pengakuan sosial terhadap waria menjadi kebutuhan yang cukup 
penting dalam realisasinya di kehidupan sehari-hari. Namun memang, 
semua elemen masyarakat bukan berarti akan memberikanlegitimasi atas 
segala perilaku dan gaya hidup waria di ruang sosial.Pemberian ruang 
sosial ini digerakkan sebagai upaya menjembatani kehidupan waria yang 
selama ini terisolasi dari masyarakat luas dan akan membentuk hubungan 
dialektis yang harmonis serta berkeadilan.
b. Faktor-Faktor yang Menjadikan Seseorang Menjadi Waria
Lothstein (Nevid & Rathus, 1995) berpendapat bahwa tidak ada 
penjelasan yang jelas yang bisa menjelaskan penyebab dari seseorang 
menjadi waria. Namun, menurut Mardha Tresnowaty Putri & Hadi 
Sutarmanto (2009: 47) terbentuknya kepribadian waria dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, baik faktor lingkungan seperti pola asuh, pendidikan, 
hambatan perkembangan seksual, maupun faktor bawaan seperti masa 
prenatal, hormonal dan konstitusi pembawaan.
Faktor-faktor terjadinya waria menurut Zunly Nadia (2005:26) 
ialah sebagai berikut:
1) Susunan kepribadian seseorang dan perkembangan 
kepribadiannya sejak ia berada dalam kandungan sehingga 
mereka dianggap menyimpang.
2) Menetapnya kebiasaan perilaku yang dianggap menyimpang.
3) Sikap, pandangan, dan persepsi seseorang terhadap gejala 
penyimpangan perilaku.
4) Seberapa kuat perilaku menyimpang itu berada dalam dirinya 
dan dipertahankan.
5) Kehadiran perilaku lainnya yang biasanya secara paralel.
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Puspitosari & Pujileksono (2005:12) menyebutkan faktor-faktor
yang mempengaruhi seseorang menjadi waria antara lain:
1) Disebabkan faktor biologis yang dipengaruhi hormon seksual 
dan genetik seseorang.
2) Disebabkan faktor psikologis, sosial budaya yang termasuk 
didalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya, 
mempunyai pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenis 
sehingga mereka berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai 
idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis.
Dari berbagai pendapat di atas, peneliti sendiri mengkategorikan 
bahwa ada empat hal yang menjadi faktor terjadinya abnormalitas 
seksual (waria) yakni:
1) Faktor biologis, yaitu yang dipengaruhi oleh genetika.
2) Faktor psikologis, yakni dapat berupa dorongan seksual, pola asuh,
dan tekanan moral seseorang.
3) Faktor lingkungan, bahwa lingkungan seseorang bergaul juga akan 
mempengaruhi pola perilaku seseorang. Termasuk di dalamnya 
menyangkut tekanan kebutuhan hidup sehari-hari oleh lingkungan.
c. Sejarah Waria di Indonesia
Sejarah waria di Indonesia memang tidak bisa dispesifikasikan 
kapan permulaannya, namun fenomenanya nampak dari beberapa 
kebudayaan di Indonesia misalnya di Ponorogo Jawa Timur dalam 
kesenian warok atau pun kesenian ludruk senantiasa menampilkan tokoh 
perempuan yang diperankan oleh laki-laki.
Di Ponorogo,warokterkenal sebagaiorang yang sakti dan kebal 
terhadap senjata tajam. Pengorbanan dan persyaratan apa pun akan 
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dilakukan oleh para warok untuk terpenuhinya semua kesaktian ilmu 
hingga mendapatkan kesempurnaan. Salah satu yang menjadi pantangan 
adalah larangan bagi para warok untuk menggauli kaum wanita selama 
ilmu yang diterimanya belum sempurna (Nadia, 2005: 53).
Alasan inilah yang menjadikan setiap warok pasti memiliki 
gemblakan (laki-laki usia 9-17 tahun) yang bertugas untuk menjaga 
rumah hingga memenuhi kebutuhan seksual para warok. Kebutuhan 
seksual tersebutlah yang membuat para warok memilih laki-laki yang 
masih muda dan berwajah cantik serta berkulit mulus. Setelah ilmunya 
sempurna barulah warok diperbolehkan untuk menggauli istri 
perempuannya. Perlakuan warok terhadap gemblak-nya inilah yang dapat 
mengakibatkan para remaja untuk bertingkah sebagai waria.
Tidak jauh bereda, kesenian gandrung di Banyuwangi 
memperagakan laki-laki dengan feminitasnya melakukan atau sebagai 
pelaku tari-tarian. Kesenian ini dilakukan oleh anak laki-laki berusia 
sekitar 10-12 tahun yang diharuskan mengenakan pakaian perempuan. 
Jauh di Kalimantan, Suku Dayak Ngaju juga mengenal adanya 
pendeta perantara yang mengenakan pakaian perempuan. Suku Makasar
di Sulawesi juga terdapat fenomena serupa yang mengenal bisu (laki-laki 
penjaga benda pusaka) yang wajib mengenakan pakaian perempuan. Ia 
juga dilarang untuk berkomunikasi berhubungan badan dengan 
perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesakralan benda-benda 
pusaka yang dijaganya(Koeswinarno, 2004: 24).
35
Jadi memang jelas bahwa waria di Indonesia bisa dikatakan
bukanlah produk modernisasi seperti yang banyak diisukan. Waria di 
Indonesia menjadi salah satu bagian dari ‘warisan’ kebudayaan 
leluhursendiri dansukar untuk dikatakan sebagai pengaruh budaya Barat.
d. Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)
Di Yogyakarta terdapat organisasi yang memayungi kegiatan 
komuntas waria yaitu Ikatan Waria Yogyakarta(IWAYO). IWAYO telah 
lama didirikan namun baru tercatat aktif kembali dalam kegiatan 
formalnya pada tanggal 14 April 2010. Hari itumenjadi sebuah titik balik 
kelahiran IWAYO yang ditandai dengan pemilihan ketua organisasi. 
IWAYO terdiri dari sepuluh komunitas yang tersusun berdasarkan 
tempat tinggal.
Masing-masing komunitas tersebut mempunyai latar belakang 
sosial dan budaya yang berbeda, seperti mata pencaharian dan kegiatan 
rutin yang membentuk karakter tiap-tiap komunitas. Komunitas waria 
yang tinggal dan berdomisili di Yogyakarta selama ini memiliki tujuan 
untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta taraf hidup yang pastinya 
agar hak-hak mereka dapat dinikmati dengan layak. Oleh karena itu, 
IWAYO sebagai wadah besar yang mampu menyerap dan menampung 
aspirasi dari seluruh komunitas waria yang tinggal dan berdomisili di 
Yogyakarta.
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B. Penelitian yang Relevan
Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara 
lain dideskripsikan sebagai berikut:
1. Penelitian skripsi Ricky Santoso Muharam yang dilaksanakan pada tahun 
2009 dengan judul “Eksistensi Komunitas Waria Yogyakarta dalam 
Partisipasi Politik Kaum Waria di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi 
Komunitas Keluarga Besar Waria Yogyakarta)”.
Penelitian tersebut mengambil latar belakang mengenai 
diskriminasi terhadap hak-hak waria untuk berpartisipasi di bidang 
politik.Hasil yang telah dicapai dari penelitian itu antara lain faktor-
faktor penghambat waria dalam partisipasi politik, yakni faktor intern 
dan ekstern.
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah 
pokok bahasan yang diambil sama yakni membahas tentang berbagai 
permasalahan di kalangan waria. Dalam penelitian, Ricky mengambil 
situasi sosial di mana waria yang termarginalkan dalam hal partisipasi 
politiknya sebagai bagian dari hak politik. Sementara penelitian yang 
dilakukan penulis mengambil situasi sosial di mana waria tidak hanya 
termarginalkan dalam hak politik saja tetapi hak sosial dan 
pendidikannya juga sehingga berdampak pada keterlaksanaannya hak-
hak yang lainnya. 
Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi dan fokus 
masalahnya. Penulis mengambil lokasi penelitian di Ikatan Waria 
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Yogyakarta dengan fokus penelitian adalah peran pemerintah dalam 
melakukan pemenuhan hak pendidikan waria serta upaya 
memperjuangkan hak pendidikan oleh waria sendiri. Sementara, Ricky 
mengambil lokasi di Keluarga Besar Waria Yogyakarta dengan fokus 
penelitian perjuangan memperoleh hak berpartisipasi politik dan peran 
partai politik dalam melakukan rekruitmen politik.
C. Kerangka Berpikir
Setiap penelitian selalu memerlukan kerangka pikir sebagai pedoman 
dalam menentukan arah penelitian. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya 
perluasan pengertian yang akan mengakibatkan penelitian menjadi tidak 
fokus atau tidak sesuai dengan tujuan awal.Alur pikir yang dibuat oleh 
peneliti dijelaskan sebagai berikut:
Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang tidak bisa direnggut 
oleh siapa pun. Semua manusia memiliki hak yang sama tidak terkecuali 
waria. Meskipun mereka tidak bisa dikatakan “sama” dengan manusia lainnya 
yang normal (laki-laki dan perempuan), ini tidak lantas menjadikan hak 
asasinya sebagai manusia berkurang. 
Di Indonesia, mereka tetaplah warga negara Indonesia yang hak-
haknya dijamin dalam UUD 1945 dan siapa pun yang melanggar akan 
mendapatkan sanksi. Aturan pelaksananya juga sudah jelas yakni UU Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 20 Tahun 2003 
tetang Sistem Pendidikan Nasional.Namun, ternyata jaminan-jaminan 
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semacam itu tak sepenuhnya membuat para waria di Indonesia khususnya di 
Yogyakarta terpenuhi hak-hak sipil dan hak pendidikan bahkan masih ada 
peraturan yang dianggap tidak aspiratif terhadap kaum waria. 
IWAYO merupakan sebuah organisasi waria yang hingga saat ini
masih eksis memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara, tak 
terkecuali hak pendidikan. Sudah sekian lama organisasi ini didirikan, 
berbagai upaya telah dilakukan agar mereka mendapatkan tempat yang sama 
seperti warga negara lainnya. Namun, upaya-upaya yang dilakukan selama ini 
belum nampak membuahkan hasil yang berarti.
Perlakuan yang tidak menyenangkan masih sering dijumpai baik dari 
masyarakat maupun pemerintah sebagai pelayan publik. Peran pemerintah 
yang seharusnya sebagai pelayan publik justru tidak menunjukan sikap 
sebagai pelayan sebagaimana mestinya terhadap kaum waria. Dalam hal 
peraturan juga belum ada peraturan yang secara tegas melindungi waria atau 
peraturan yang dapat menindak para pelaku yang berlaku diskriminatif 
terhadap para waria. Dapat dikatakan juga penegakan hukum atas hak asasi 
waria belum sepenuhnya ditegakkan. 
Oleh karena itu, kiranya penting untuk mengetahui apakah memang 
benar hak pendidikan (tidak lepas dengan hak sipil) waria belum terpenuhi 
dan faktor-faktor apa yang menghambatnya. Selain itu, bagaimana upaya 
yang telah dilakukan oleh IWAYO selama ini dalam rangka memperjuangkan 
hak pendidikan anggotanya.
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Untuk lebih jelasnya, alur pikir peneliti dapat digambarkan dengan 
skema berikut di bawah ini:
D. Pertanyaan Penelitian
1. Apa saja hak-hak waria yang berkaitan dengan pendidikan, yang harus 
dipenuhi pemerintah daerah dan masyarakat?
2. Bagaimana implementasi hak-hak pendidikan bagi waria di Yogyakarta?
3. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan oleh Ikatan Waria Yogyakarta 
(IWAYO) dalam memperjuangkan hak pendidikan anggota mereka?
Gambar 1. Kerangka pikir
Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama dan tidak bisa 
diganggu gugat
Waria adalah WNI yang hak-haknya dijamin dalam konstitusi
Hak Pendidikan Waria di Yogyakarta
Pemenuhan Hak Pendidikan 
Waria di Yogyakarta
Upaya IWAYO menuntut Pemenuhan 
Hak Pendidikan Anggota
Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dan IWAYO
Aksesibilitas waria dalam 
pemenuhan hak pendidikan
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4. Apakah ada partisipasi masyarakat atau lembaga dalam memperjuangkan 
hak-hak pendidikan waria tersebut?
5. Program-program apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam 




A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada organisasi Ikatan Waria Yogyakarta 
(IWAYO) yang beralamat di Jl. Nagan Lor Nomor 25, Yogyakarta, Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY). Alasan atau pertimbangan memilih IWAYO 
karena mereka merupakan komunitas waria tertua di Yogyakarta dan telah 
melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan hak 
pendidikan para waria di Yogyakarta dan masalah-masalah sosial lainnya.
IWAYO terdiri dari beberapa komunitas. Selain dilakukan pada 
IWAYO, penelitian juga dilakukan di dinas-dinas terkait seperti Dinas 
Kependudukan Kota Yogyakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Yogyakarta, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta, Pusat Studi 
Wanita (PSW) UGM.Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulanFebruari
2014 sampai dengan Mei 2014.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam 
Lexy J. Moleong (2006:4) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 
sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan manusia baik 
dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian ini diharapkan 
dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif yang berkaitan dengan 
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pemenuhan hak pendidikan waria di Yogyakarta dengan deskripsi-analisis 
yang diteliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif 
dalam bentuk angka maupun jumlah.
C. Subjek Penelitian
Informan atau subjek penelitian adalah orang dalam pada latar 
penelitian (Moleong, 2006: 132).Subjek penelitianini juga orang yang 
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 
penelitian. Dalam hal penentuan subjek penelitian, peneliti tidak boleh 
sembarang pilih. Informan tersebut harus jujur, dapat dipercaya, 
berkompeten, memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Hal 
ini sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif ini yakni mendeskripsikan 
fenomena sosial yaitu fenomena yang terjadi pada kaum waria. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 
Menurut Sugiyono (2010:43) Purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan perimbangan tertentu, seperti orang 
tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam 
penelitian. Dengan menggunakan teknik purposive sampling peneliti 
menentukan subjek yang akan diteliti, yaitu:seorang peneliti memberikan 
pertanyaan kepada narasumber, yang pertanyaan tersebut berkaitan dengan 
bahan penelitian, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi yang 
dibutuhkannya.
43
Setelah melihat beberapa uraian di atas, dapatlah dipilih dan dipilah 
beberapa narasumber karena pertimbangan mampu atau berkompeten dalam 
bidangnya sesuai dengan kebenaran data penelitian yang dibutuhkan:
1. Ketua IWAYO guna memperoleh data tentang karakteristik organisasi 
IWAYO secara detail. Selain itu, pengamalam panjang yang dilalui Ketua 
IWAYO sebagai waria dijakikan sebagai referensi lain untuk melihat 
fenomena waria dari berbagai sudut pandang.
2. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta guna 
memperoleh informasi mengenai syarat-syarat bagi masyarakat apablila 
hendak menginginkan maduk atau memperoleh hak pendidikan di jalur 
formal maupun non formal dan informal. Secara khusus, Kepala SKB 
Kota Yogyakarta memiliki pandangan khusus tentang syarat waria masuk 
dalam instansi pendidikan.
3. Ketua Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Yogyakarta guna memperoleh informasi tentang 
kebijakan pemerintah memberikan pelayanan kepada waria dalam 
memperoleh jaminaan sosial. 
4. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Yogyakarta guna memperoleh informasi mengenai penilaian 
atau sudut pandang pemerintah dalam menanggapi fenomena waria 
sebagai warga Negara yang memiliki hak sipil. 
5. Kepala Pusat Stusi Wanita (PSW) UGM sebagai pengamat dalam 
menanggapi fenomena waria dari berbagai sudut pandang kajian. 
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6. Anggota IWAYO guna memperoleh informasi mengenai pengalaman 
hidup sebagai waria. Anggota IWAYO menyampaikan alasan menjadi 
waria hingga perilaku sosial waria dalam masyarakat menjadi data utama. 
D. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian kualitatif dilandasi strategi pikir fenomenologis yang selalu 
bersifat lentur dan terbuka. Dalam penelitian ini menekankan analisis induktif 
yang meletakkan data penelitian bukan sebagai alat dasar pembuktian tetapi 
sebagai modal dasar bagi pemahaman, maka proses pengumpulan data 
merupakan kegiatan yang lebih dinamis (Sutopo, 1996: 47). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
1. Wawancara mendalam
Menurut Lexy J. Moleong (2006: 186), wawancara adalah 
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh 
dua pihak yakni pewawancara(interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
Berdasarkan pendapat Soehartono (2002: 68),  keuntungan mencari 
data dengan wawancaraadalah dapat digunakan pada responden yang tidak 
bisa membaca dan menulis; kedua, jika ada pertanyaan yang belum 
dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya; ketiga, wawancara 
dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan menggunakan 
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pertanyaan pembanding, atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik 
responden.
Wawancara yang akan digunakan nantinya adalah wawancara 
mendalam. Menurut penggolongannya wawancara dibagi menjadi dua, 
yakni wawancara terstruktur (wawancara baku) dan wawancara tak 
terstruktur. Wawancara mendalam sendiri bagian dari wawancara tak 
terstruktur. Wawancara ini bersifat luwes, di mana susunan pertanyaannya 
dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 
wawancara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Tidak seperti 
wawancara baku yang harus terstruktur dan pertanyaannya sudah 
ditetapkan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
Keuntungan menggunakan wawancara mendalam, seperti 
diungkapkan Denzin dalam Dedy Mulyana (2006:181) antara lain sebagai 
berikut:
a. Wawancara terbuka memungkinkan responden menggunakan 
cara-cara untuk mendefinisikan dunia.
b. Wawancara terbuka mengasumsikan bahan tidak ada urutan tetap 
pertanyaan yang sesuai untuk semua responden.
c. Wawancara terbuka memungkinkan responden membicarakan isu-
isu penting yang tidak terjadwal.
Dalam wawancara mendalam,  pewawancara juga dapat memberikan 
keleluasaan informan dalam memberikan penjelasan secara aman, tidak 
merasa ditekan, maka perlu diciptakan suasana “kekeluargaan”. 
Kelonggaran ini akan mengorek kejujuran informasi, terutama yang 
berhubungan dengan sikap, pandangan, dan perasaan informan sehingga 
pencari data tidak merasa asing dan dicurigai. Oleh karena itu, maka 
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masalah pelaksanaan wawancara perlu dipilih “waktu yang tepat”. 
Maksudnya, para informan diwawancarai pada saat yang tidak sibuk dan 
dalam kondisi yang “santai” sehingga keterangan yang diberikan memang 
benar-benar seperti yang terjadi atau apa adanya. Kemudian, jika memang 
waktu yang diberikan oleh informan terbatas, peneliti melakukan 
wawancara mendalam tambahan pada waktu yang telah disepakati.
Pelaksanaan wawancara mendalam oleh peneliti perlu berhati-hati 
dengansebuah ketergantungan yang berlebihan kepada seorang informan, 
terutama karena kemungkinan ada pengaruh hubungan antar pribadi. Suatu 
cara yang rasional untuk mengatasi terjadi kesalahan tersebut adalah 
dengan mengandalkan sumber bukti lain untuk mendukung keterangan 
informan. Peneliti jugasekaligus terbuka dan tetap menelusuri bukti lain
yang dianggap bertentangan dengan keterangan informan.
Proses wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu 
mempersiapkan pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut 
(terlampir) tersusun dan digunakan sebagai arah agar wawancara 
terfokus yaitu tentang pemenuhan hak pendidikan waria di Yogyakarta
(studi kasus di Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)). Pengalaman atau 
isu diskriminasi terhadap hak pendidikan yang dialami waria menjadi hal 
utama dalam penelusuran data melalui teknik wawancara mendalam ini. 
Wawancara dilakukan beberapa kali dan dengan informan yang berbeda-
beda yakni,waria, pihak pemerintahan terkait, dan masyarakat.
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2. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen sebagai sumber data 
dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk 
meramalkan hasil penelitian (Moleong, 2002:161).
Dokumen dapat berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, 
notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain 
sebagainya (Sukandarumudi, 2006: 101).Dokumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhanhak 
pendidikan waria di Yogyakarta,seperti data-data personal waria dalam 
bentuk akta lahir, ijazah/piagam pendidikan, serta data kelompok 
(IWAYO) dalam bentuk profil, visi, misi, tujuan, dan daftar anggota.
E. Keabsahan Data
Keabsahan data atau teknik pemeriksaan keabsahan data sangat 
penting dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian 
dilakukan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menjamin 
keabsahan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti 
mengggunakan teknik cross check. Penggunaan teknik cross check data 
dilakukan dengan membandingkan atau mengecek data hasil dokumentasi 
dan wawancara (Bungin, 2001:2005).
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Selain teknik cross check, keabsahan data juga dilakukan dengan cara 
Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 
penegcekaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 
waktu (Sugiyono, 2011:273). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 
sumber dan metode, yaitu membandingkan serta mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber dan 
kepada sumber sama dengan teknik yang berbeda, sehingga keabsahan data 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
F. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif proses analisis, kegiatannya pada dasarnya 
dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. 
Teknik yang digunakan adalah teknik analisis interaktif (Sutopo, 1996: 87)
Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya 
dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 
suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus hingga membentuk 
sebuah siklus. Dalam proses ini aktivitas peneliti bergerak di antara 
komponen analisis dengan pengumpulan data selama proses ini masih 
berlangsung. Selanjutnya peneliti hanya bergerak di antara tiga komponen 
analisis tersebut. 




Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
“kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 
Jadi reduksi data dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk analisis 
yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 
perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 
kesimpulan final dapat ditarik serta diverifikasi.
Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam 
aneka macam cara seperti, melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan, 
menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas, dan lain 
sebagainya.
2. Penyajian data
Penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan 
analisis interaktif. Suatu penyajian, merupakan kumpulan informasi 
tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan (Patton, 2006:20). Agar sajian data tidak 
menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat 
diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai 
wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Kesimpulan atau 
verifikasi
Verifikasi dilakukan untuk mencari atau memahami makna, 
keteraturan pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan yang ditarik 
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segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali 
sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih 
tepat atau dengan cara mendiskusikannya.
Jadi model analisis interaktif dalam pengumpulan data, peneliti selalu 
membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. 
Artinya, data yang didapat di lapangan kemudian disusun pemahaman arti 
segala peristiwa yang disebut reduksi data dan diikuti penyusunan data yang 
berupa ceritera secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada 
saat peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. 
Pada pengumpulan data terakhir peneliti mulai melakukan usaha 
menarik kesimpulan dengan menarik verifikasi berdasarkan reduksi dan 
sajian data. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab dan atau belum 
lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan 
terlebih dahulu.Secara skematis proses analisis interaktif ini dapat 
digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Model Analisis Interaktif
Sumber: Miles & Huberman (1992: 15)






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Tentang Ikatan Waria Yogyakarta
1. Sejarah Ikatan Waria Yogyakarta
Organisasi Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) berdiri sejak tahun 
1982. IWAYO merupakan organisasi waria pertama di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) yang mengawali keanggotaan dengan merekrut 
sedikitnya 62 orang. Setelah berjalan 3 tahun, pada tahun 1985 IWAYO 
memutuskan untuk berubah nama menjadi Paguyuban Waria Mataram 
(PAWAMA). 
Pada saat itu anggota PAWAMA hanyalah waria-waria yang 
berasal dari Kota Yogyakarta dan Bantul. Ricky menjadi ketua pertama 
bagi PAWAMA.Layaknya organisasi pada umumnya, ditengah 
kepengurusannya PAWAMA pun sempat mengalami kisruh internal
dengan para anggota yang mulai menaruh mosi tidak percaya kepada 
Ricky. Alasan kisruh adalah karena Ricky dianggap otoriter dengan 
segala keputusan untuk PAWAMA. Anggota merasa tidak nyaman.
Tidak main-main, akibat kisruh yang terjadi PAWAMA akhirnya 
bubar. Kegelisahan terhadap rindunya suasana kekeluargaan IWAYO 
akhirnya terlaksana. Pada tahun 1990 PAWAMA berubah kembali 
menjadi IWAYO. Setelah itu para waria mulai sering berkumpul dan
IWAYO hidup kembali.
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Polemik yang terjadi pada saat oraganisasi ini bernama PAWAMA 
pun terwariskan kepada IWAYO. Solidaritas antar anggota begitu pudar, 
sehingga organisasi ini pun seolah mati suri tanpa kegiatan. Hal ini pula 
yang menjadi salah satu alasan untuk para waria membentuk komunitas-
komunitas sekitar tahun 2000. Terdapat delapan komunitas yang lahir di 
awal pembentukan, yakni ada Komunitas Kotagede, Komunitas 
Sorogenen, KomunitasBank Indonesia, Komunitas Sidomulyo, 
Komunitas Bantul, Komunitas Wates, Komunitas Prambanan, dan 
Komunitas Badran. 
Selain pola komunikasi, kesulitan dana juga mulai dirasakan oleh 
pengurus komunitas-komunitas waria. Selama kurang lebih sepuluh tahun 
jarang atau bahkan tidak sama sekali terselenggara program kegiatan 
dalam setiap komunitas tersebut. Akhirnya,dari para anggota  masing-
masing komunitas timbul kesadaran untuk membentuk satu wadah besar 
guna menampung seluruh anggota. Pilihan yang mereka pilih adalah
menghidupkan lagi IWAYO. 
Pada tahun 2010, tepat tanggal 14 April, IWAYO resmi diaktifkan 
lagi sebagai sebuah komunitas sekaligus menambah komunitas baru 
sebagai anggota yakni Komunitas Jombor dan Komunitas Jalan Solo.
Tidak membutuhkan waktu yang lama, kemudian pada tanggal 15 
Juli 2010 IWAYO mendaftarkan diri sebagai badan hukum di hadapan 
notaris. Status baru itu membuta IWAYO mendapatkan askes ke lembaga 
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pemerintahan seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan lain 
sebagainya.
Sebagai organisasi yang mempunyai tujuan bersama, IWAYO juga 
memiliki visi dan misi. Visi dari organisasi ini adalah mempersatukan 
komunitas waria dalam satu wadah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
untuk meningkatkan harkat martabat dan taraf hidup waria serta 
membantu memajukan/meningkatakan kapasitas komunitas waria di DIY. 
Sedangkan, Misi dari IWAYO ialah terwujudnya kehidupan waria yang 
dapat diterima pada berbagai aspek sosial di masyarakat.
Ranah kerja atau kegiatan IWAYO berlandaskan pada Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ARDT) yang telah anggota 
IWAYO susun. Selain itu, IWAYO juga memiliki asas dan dasar lembaga 
yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 
1945.Sifat kekeluargaan dan sosialisme waria amini sebagai asas dan 
dasar yang kedua.
Bakti sosial dan pelatihan managemen organisasi adalah kegiatan 
rutin yang dilakukan oleh IWAYO.Setidaknya dalam satu bulan anggota 
IWAYO selalu berusaha untuk mengadakan event tersebut. Diskusi-
diskusi struktural maupun kultural juga dilaksanakan secara berkala untuk 
mendekatkan dan mengedukasi para anggota.
Semua kegiatan yang dilakukan oleh para waria, di IWAYO ini 
bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap waria secara internal 
agar dapat bersikap lebih baik agar diterima oleh masyarakat dan 
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memberikan pemahaman kepada masyarakat secara eksternal agar semua 
orang itu dapat menerima keberadaan kaum waria di sekitar lingkungab.
Masalah yang terjadi dalam setahun kepengurusan setelah terdaftar 
sebagai badan hukum kembali menerpa IWAYO.“MY”, ketua IWAYO 
harus pergi dengan prioritas lain berupa kegiatan pesantren Senin-Kamis. 
Dia menggagas dan membentuk semacam kelompok waria lain untuk 
mewadahi kegiatan beribadah kaum waria. Karena memilih pesantren, 
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“MY” tidak aktif lagi di IWAYO. Ketua IWAYO kemudian digantikan 
oleh “SR” padatahun 2010. Sesuai aturan AD/ART, masa jabatan ketua 
IWAYO berlaku selamaempat tahun. 
2. Persebaran waria di Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan data yang dihimpun Ikatan Waria Yogyakarta
(IWAYO)Maret 2014, jumlah waria yang tergabung sebanayk 223 orang
dan tersebar di seluruh wilayah DIY. Menurut“SR”, tidak semua anggota 
IWAYO asli dari DIY. Sebagian dari anggota IWAYO adalah 
pendatang.Data IWAYO terkait jumlah anggota dipaparkan sebagai 
berikut:
Tabel 2. Jumlah Waria di DIY Anggota IWAYO Berdasarkan Komunitas







4. Bank Indonesia (BI) 39
5. Sidomulyo 27







Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah waria dari komunitas-
komunitas yang tergabung dalam IWAYO, komunitas Bantul memiliki 
jumlah paling banyak yakni 53 orang. Komunitas 
Komunitas Bank Indonesia (BI) menempati posisi kedua dengan 
jumlah 39 orang. Kemudian Sidomulyo dengan 27 orang, Prambanan
dengan 23 orang, Kotagede 22 orang, Badran 19 orang, Sorogenen 16 
orang, Wates/Kulonprogo 9 orang, Jombor 8 orang, dan paling sedikit di 
Jalan Solodengan jumlah 7 orang.
Berdasarkan perbedaan ranah wilayah atau domisili, 4 dari 10 
komunitas IWAYO berada di Kota Yogyakarta. Keempat komunitas ini 
adalah komunitas Bank Indonesia dengan 39 orang, komunitas Kotagede 
22 orang, komunitas Sorogenen 16, dan komunita Badran 19 orang. Jadi, 
peneliti bisa mengidentifikasi jumlah keseluruhan waria di Kota 
Yogyakarta adalah 96 orang. Jumlah tersebut menjadi tanggung jawab 
pemerintah Kota Yogyakarta.
Selain domisili, peneliti juga mengelompokan waria berdasarkan 
tempat berasal/lahir.Hal tersebut dikarenakan keberadaan waria di DIY 
bukan hanya “penduduk asli”, banyak pula dari anggota IWAYO 
adalahpendatang dari luar.Waktu para waria mulai berdatangan ke DIY 
pun beragam. Beberapa dari mereka ada yang datang sejak usia masih di 
bawah umur, ada yang sudah dewasa, dan sempat berpindah-pindah dari 
daerah lain.Ketua IWAYO, “SR” mengatakanlembaga tidak memiliki 
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data rinci terkait dengan waktu pertama kaliwaria (anggotanya) 
tinggal/datang ke DIY.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai asal waria yang ada di 
DIY, peneliti telah mencantumkan datanya dalam tabel berikut:
Tabel 3. Jumlah Waria di DIY Anggota IWAYO Berdasarkan Asal Daerah
Sumber: Ikatan Waria Yogyakarta per 10 Maret 2014
No. Asal Daerah Jumlah
1. DKI Jakarta 9
2. Jawa Barat 11
3. Jawa Tengah 13
4. Jawa Timur 10
5. Jambi 1
6. Lampung 2
7. Sumatera Barat 3
8. Maluku 1
9. Kalimantan Barat 2
10. Sumatera Utara 3
11. Sulawesi Selatan 1
12. Daerah Istimewa Yogyakarta 167
Jumlah 223
Dari jumlah di atas terlihat bahwa para waria yang sering ditemui 
di DIY tidak seluruhnya asli Yogyakarta. Banyak dari mereka yang 
berasal dari luar daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Maluku, 
Kalimantan Barat. Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah waria asli 








Sedangkan, jumlah waria pendatang sebanyak 56 orang. Jumlah 
waria pendatang paling banyak berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Jakarta. Pengelompokan menurut daerah asal penting karena untuk 
mengetahui bahwa tidak semua waria yang ada di DIY adalah penduduk 
asli. Artinya, meskipun secara fisik berada di DIY, namun secara 
administratif anggota IWAYO masih menjadi tanggung jawab daerah 
asal kecuali mereka yang memang berkehendak untuk berpindah tempat 
tinggal.
Jika dilihat melalui sebuah perbandingan dapat dilihat juga melalui 
diagram sebagai berikut:
Dari diagram di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seperempat 
dari jumlah waria yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 
penduduk pendatang. Perbandingannya ialah 1:3 antara waria pendatang 
dengan waria penduduk asli.
Gambar 4. Perbandingan Jumlah Antara Aaria Asli 
DIY dengan Pendatang
Peneliti juga melakukan pendataan terhadap waria be
jenis pekerjaan. Hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Jumlah 
Sumber: Ikatan Waria Yogyakarta per 10 Maret 2014
No.
1. Pengamen
2. Pekerja Seks Komersial (
3. Salon Kecantikan
4. Tidak tetap
Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis pekerjaan yang paling 
banyak dilakukan oleh waria adalah sebagai “pekerja seks komersial atau 
nyebong”. Dari data di atas terlihat bahwa tidak ada satu pun waria 
berprofesi sebagai pegawai di lembaga
pekerjaan di atas merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian 
khusus yang diperoleh melalui pendidikan. Peneliti juga akan 
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Jenis pekerjaan seks menjadi pekerjaan paling utama dengan 
memperoleh persentase 34% dibandingkan dengan Pengamen dan Salon 
yang masing-masing adalah 28% dan 18%. Sementara untuk pekerjaan 
lain-lain 20%. Penggolongan jenis pekerjaan lain-lain adalah untuk waria 
yang memiliki pekerjaan dibidang seni, pelayan toko, pengangguran, dan 
tidak tetap (berganti-ganti kerja).
3. Komunitas-komunitasdi dalam IWAYO
Atas dasar persamaan latar belakang profesi/pekerjaan,tempat 
tinggal/domisili, minat/hobby, IWAYO membagi anggotanya ke dalam 
komunitas-komunitas, di antaranya yaitu:
a. Komunitas Sidomulyo
Komunitas Sidomulyo dikoordinatori oleh “SL”. Komunitas ini 
terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1999. Komunitas ini menaungi 
waria-waria yang tinggal di daerah Sidomulyo, Sleman. Pekerjaan 
para waria di komunitas ini beragam mulai dari pengamen, PSK, 
salon. 
b. Komunitas Jombor
Koordinator komunitas Jombor adalah “AN”. Komunitas jombor 
berdiri bersamaan dengan peresmian berdirinya IWAYO. Komunitas 
ini menaungi waria-waria yang tinggal di daerah Jombor, 
Sleman.Kedelapan waria Jombor berprofesi sebagai pengamen.
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c. Komunitas Badran
Koordinator komunitas Badran adalah “AG”. Komunitas Badran lahir 
pada tahun 2000. Komunitas ini menaungi waria-waria yang tinggal di 
daerah Badran, Yogyakarta. Separuh dari jumlah sembilan belas 
anggota Komunitas Badranbekerja sebagai pengamen, sisanya sebagai 
PSK.
d. Komunitas Bank Indonesia (BI)
Koordinatori Komunitas BI adalah “EK”. Komunitas BI menaungi 
waria-waria yang tinggal di sekitaran Bank Indonesia dan Kraton.
Sebagian anggota komunitas BI berprofesi nyebongatau PSK. 
Sebagian dari waria BI juga sudah ada yang terlibat untuk bekerja di 
salon atau membuka tempat pemesanan makanan.
e. Komunitas Kotagede
Koordinator Komunitas Kotagede adalah “SR”. Komunitas Kotagede 
menaungi waria-waria yang tinggal di kecamatan Kotagede.
Komunitas ini memiliki anggota waria terbanyak di wilayah Kota 
Yogyakarta. Sedikit waria di Kotagede yang nyebong. 
Kebanyakandari mereka memilih berprofesi dalam bidang seni dan 
kerajinan. Mereka menjadi pengrajin kuningan, penari, pelaku 
wayang/ludruk.
f. Komunitas Bantul
Koordinator Komunitas Bantul adalah “EM”. Komunitas Bantul 
menaungi waria-waria yang tinggal di Kabupaten Bantul.Untuk 
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menjangkau luas wilayah Bantul, komunitas ini mengalami kesulitan 
dalam hal merekrut waria di seluruh kabupaten Bantul. Namun untuk 
jumlah warianya sendiri, komunitas Bantul memiliki jumlah tertinggi.  
g. Komunitas Jalan Solo
Komunitas Jalan Solo dikoordinatori oleh “RL”. Sama seperti 
Komunitas Jombor, Komunitas Jalan Solo didirikan bersama dengan 
peresmian IWAYO. Komunitas ini hanya terdiri dari 7 waria. Dua dari 
mereka juga aktif sebagai kontributor di LSM Lotus. Sedangkan 
sisanya bekerja sebagai pengamen.
h. Komunitas Sorogenen
Koordinator Komunitas Sorogenen adalah “TT”. Menaungi enam 
belas anggota yang berdomisili di Sorogenen, Yogyakarta.. Komunitas 
ini mulai berdiri sekitar tahun 2000. Para waria di komunitas 
Sorogenen memiliki pekerjaan yang beragam mulai dari nyebong, 
pengamen, dan salon. Waria Sorogenen yang mengamen kadang kala 
pula harus beralih profesi di malam hari untuk bekerja sebagai PSK. 
i. Komunitas Prambanan
Koordinator Komunitas Prambanan adalah “ST”. Komunitas 
Prambanan menaungi waria-waria yang tinggal di Kecamatan 
Prambanan atau mereka yang berada di sekitar objek wisata 
Prambanan. Mayoritas, 20 dari 23 anggotanya bekerja sebagai 
pengamen pada siang hari dan nyebong pada malam hari. Sisanya,
bekerja sebagai kapster di salon.
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j. Komunitas Wates/Kulonprogo
Koordinator Komunitas Wates/Kulonprogo adalah“DN”. Komunitas 
ini sebenarnya bertujuan untuk mewadahi semua waria yang tinggal di 
Wates/Kulonprogo namun waria yang bergabung baru sembilan 
orang. 2 orang dari mereka bisa dibilang masih setengah-setengah
menjadi waria. Maksudnya,dari segi penampilan, mereka masih 
berpakaian laki-laki pada siang hari. 
4. Kondisi Subjek Penelitian
a. Identitas Subjek
Terdapat tiga subyek penelitian perwakilan dari waria anggota 
IWAYO. Pertama, Ketua IWAYO, “SR”. Waria yang lahir di Bantul 
pada 15 Oktober 1962 ini memiliki banyak pengalaman di berbagai 
organiasai. Pengalaman itu dia dapat sejak berkegiatan selama sekolah 
hingga dalam dunia perkuliahan di UGM. 
Kedua, Bendahara IWAYO, “SL”. Waria yang lahir di Balai 
Satu, Manggopoh, Kecamatan Lubung, Kabupaten Agam, Sumatra 
Barat itu memiliki sejumlah pengalaman hidup saat memperjuangakan 
diri untuk memperoleh pekerjaan. Dia sering mendapat penolakan di 
dunia kerja lantaran menjadi waria. Pengalaman yang pernah dialami 
waria yang lagir pada 06 Juni 1979 itu memutuskan bergabung 
dengan IWAYO dan membantu kawan-kawan senasibnya. 
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Subjek terakhir, “CC” adalah waria biasa yang beruntung 
memiliki keluarga yang mendukung dia dalam memperoleh hak 
pendidikan. Kisah perjuanagan waria asal Ponorogo, Jawa Timur 
tersebut menjadi sebuah cerita yang bisa menjadi hal untuk 
memotivasi waria lain. Kemampuan akademik “CC” tidak berbeda 
dengan manusia lain. Hanya dia pernah ditolak dalam instasi 
perguruan tinggi lantaran menjadi waria.
B. Data Penelitian
1. Pemenuhan Hak Pendidikan Waria di Yogyakarta
Hak pendidikan merupakan hak setiap manusia begitu juga dengan 
kaum waria di Yogyakarta. Hak-hak pendidikan setiap warga negara sudah 
dijamin dalam konstitusi yakni Undang-undang Dasar 1945 bahkan sudah
ditegaskan pula dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 11 Tahun 2005 
Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (KIHESB).
Waria sebagai warga negara memiliki hak yang sama seperti warga 
negara lainnya. Pemerintah sebagai pembuat dan penyelenggara kebijakan
bertanggung jawab atas terpenuhinya, secara khusus hak pendidikan
terhadap warganya.
Dalam KIHESB Pasal 13 dan 14 menetapkan bahwa setiap 
manusia mempunyai hak memperoleh pendidikan, bahwa hak ini 
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dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak 
pendidikannya secara sewenang-wenang. Berikut ini adalah penjelasan 
pasal-pasal tentang hak pendidikan yang tercantum dalam bab penjelasan 
UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan KIHESB:
a) Pasal 13: Bahwa Negara-negara Pihak pada Kovenan ini 
mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui 
bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan 
kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga 
dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan 
kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju 
bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang 
bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta 
persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, 
etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
b) Pasal 14: bahwa Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang 
pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan 
wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah 
perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus 
berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan 
menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara 
progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus 
melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi 
semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan 
tersebut.
Permasalahannya apakah kaum waria sudah terpenuhi hak 
pendidikannya sebagai warga negara atau belum sebenarnya telah terjawab 
dengan adanya konstitusi yang menjamin perlakuan yang sama terhadap 
semua warga negara. Namun, keadaan waria yang merupakan gender 
ketiga menjadikan mereka tidak bisa menikmati hak pedididkan seperti 
warga lainnya. Pengakuan gender yang diakui dalam peraturan hukum di 
Indonesia menjadi alasan, hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. 
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Sehingga dalam hal ini, waria tidak diakui sebagai jenis kelamin. Sekolah 
atau lembaga pendidikan tidak memberi kesempatan kepada waria untuk 
menggunakan pakaian atau seragam perempuan. Seperti yang 
diungkapkan oleh “SR” selaku Ketua IWAYO bahwa:
“Masalah yang paling dekat yang pernah ditemui pada anggota 
IWAYO adalah pada tahun 2013 lalu. Terdapat 2 orang dari 
Komunitas Wates, Kulonprogro terpaksa memakai pakaian laki-laki 
saat mengikuti kegiatan sekolah. Padahal mereka telah 
memperkenalkan dirinya sebagai perempuan [waria]”.
Di Indonesia, penentuan jenis kelamin memangdidasarkan pada 
kondisi biologis seseorang bukan gender. Konsep gender adalah sebuah  
konstruksi dari budaya masyarakat. Di luar adanya faktor genetika yang 
mengharusnykan seseorang berjenis kelamin ganda, secara lahiriah (sex) 
memang tidak bisa dipungkiri bahwa jenis kelamin hanya ada dua, laki-
laki dan perempuan.Hal itu pula yang akhirnya menjadi landsan pola 
Instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta memberikan pandangan 
terkait masalah jenis kelamin yang hanya berjumlah dua: laki-laki dan 
perempuan. Seperti yang dijelaskaan Wakil Rektor III Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY), Prof. Sumaryanto, M.Kes., yang juga menjadi 
pengampu kebijakan tentang kriteria calon mahasiswa baru bahwa: 
“Calon mahasiswa yang masuk [UNY] ya harus jelas laki-laki atau 
perempuan. Itu nanti ada seleksinya juga. Kami tentu akan melihat 
secara detail identitas atau latar belakang para calon mahasiswa 
masing-masing. Data para calon mahasiswa memang harus jelas”.
Lalu dimana waria? Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 
Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada (PSW UGM), Drs. Soeprapto, 
S.U.,  terdapat 2 faktor yang menjadikan seseorang menjadi waria, yakni 
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faktor biologis dan faktor psikologis.Keterangan mengenai 2 faktor 
seseorang menjadi waria dijelaskan lebih lanjut oleh Drs. Soeprapto, S.U., 
sebagai berikut:
“Genetika dan hormon menjadi faktor biologis yang merupakan hasil 
keturunan atau gejala fisik invividu seorang. Sedangkan faktor 
psikologis dipengaruhi oleh kondisi psikologis atau lingkungan 
individu bersangkutan”.
Seorang waria merasa dirinya sebagai perempuan meskipun secara 
lahiriah sebagai laki-laki. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jilid 4 
telah mendefinisikan waria sebagai wanita pria; pria yang bersifat dan 
bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai 
wanita; wadam. Secara tidak langsung pandangan tersebut membentuk 
persepsi tersendiri bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dari hal itulah 
waria mengalami kebingungan identitas atau disebut sebagai krisis 
identitas. Akibat dari krisis ini nantinya yang  akan berpengaruh pada 
kondisi psikologis dan perilaku sosial mereka (waria).
Kebimbangan psikologis dan perilaku sosial tersebut, menjadi 
sandungan atauhambatanyang harus dilalui waria dalam melakukan 
hubungan sosial secara luas. Merekamengalami kesulitan diri masukdan 
membaur ke dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Melalui 
mekanisme berkelompok di organisasi Ikatan Waria Yogyakarta 
(IWAYO) adalah sebuah usaha yang telah dilakukan para waria untuk 
mendapakan eksistensi positif, tidak lain untuk memperjuangkan arti 
kehidupan dan pandangan konstruksi soaial yang jelas terhadap diri 
mereka.
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Pengakuan terhadap rasa nyaman berkehidupan layaknya sebagai 
perempuan disampaikan oleh Bendahara IWAYO, “SL”. Selagi “SL”
tengah berusaha membaur dengan seluruh lapisan masyarakat, bersama 
IWAYO dia bisa belajar dari kawan “senasib seperjuangan” untuk 
memperoleh tujuannya. Alasan waria memiliki  rasa kebersamaan tinggi
karena memiiki pengalaman yang hampir serupa dijelaskan “SL” sebagai 
berikut:
“Perasaan sebagai perempuan muncul semenjak masa kanak-kanak. 
Menurut saya dan banyak pengakuan yang saya dengar dari kaum 
waria lain,menjadi waria merupakan takdir yang diberikan oleh 
Maha Kuasa yang tidak bisa ditolak. Namun,memang waria yang 
menganggap dirinya sebagai sebuah takdir tidak bisa diterima 
sepenuhnya. Faktor genetika (hemaprhodite)bisa saja terjadi, tetapi
juga ada faktor psikologis”.
Tinjauan medis berpandangan bahwa manusia diciptakan dari 
percampuran dan persatuan antara benih laki-laki dan perempuan yang 
kemudian menghasilkan satu zygota. Jika zygota tersebut mengandung 
satu kromosom X dan satu kromosom Y maka zygota ini akan 
berkembang menjadi individu laki-laki. Sebaliknya jika zygota terdiri atas 
kromosom X dari benih perempuan dan kromosom X dari benih laki-laki 
maka zygota ini akan berkembang menjadi individu perempuan.
Kemungkinan gen perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 
gen laki-laki inilah yang menjadi maslaah atau penyebab yang terjadi pada 
diri tubuh waria. Hal tersebut bisa disinyalir bahwa kromosom tidak 
mengalami persatuan secara normal meski individu yang dilahirkan dalam 
bentuk normal (laki-laki atau perempuan).Jadi, kondisi seorang laki-laki 
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yang merasa dirinya sebagai perempuan tidak bisa secara mentah untuk 
dikatakan sebagai penyakit.
Menjadi masalah adalah masih jarang sekali untuk seseorang 
memeriksakan diri secara medis, guna mengetahui kepastian akan jenis 
kelamin mereka masing-masing. Hal tersebut pula yang dialami waria 
hingga akhirnya mempersulit dirinya dalam menentukan identitas diri.
Terkait dengan masalah identitas, penelitimelakukan konfirmasi 
kepadaKepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo. Dapat diketahui bahwa 
seseorang dapat berubah jenis kelamin apabila dibuktikan dengan 
penetapan dari pengadilan dan dibuktikan dengan keterangan ahli (dokter).
Waria yang tidak mengikuti prosedur pengadilan maka dia tidak bisa 
mempertegas atau mengganti jenis kelaminnya.Hal tersebut juga sesuai 
dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. Dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, “Tidak seorang pun 
dapat merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa ijin pengadilan”.
Apakahperaturan tersebut telah (dianggap) adil bagi waria?Menurut 
penuturan beberapa waria, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan inilah merupakan salah satu bentuk 
diskriminasi nyata. Bagaimana isi dari peraturan tersebut tidak
memberikan perlindungan terhadap kaum seperti waria.
Keinginan untuk diakui jenis kelamin waria juga menjadi kendala 
pemerintah dalam memberikan hak identitas terhadap kaum mereka, 
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meskipun identitas memang merupakan hak setiap warga negara. Menjadi 
permasalahan adalah dalam segi penampilan, kaum waria tidak bisa juga 
disamakan dengan kaum laki-laki karena sebagian besar dari mereka telah 
mengubah secara fisik melalui suntik silikon. 
Perubahan fisik yang dialami waria tentu berbeda dengan kaum 
homoseksual(gay). Meski dalam perilaku seksual bisa dikatakan sama-
sama mengalami kelaianan, kaum gay masih mempertahankan penampilan 
fisik mereka seperti halnya laki-laki. Perilaku penyimpangan seksual 
mereka adalah menyukai sesama jenis.
Penampilan fisik yang tidak berbeda dengan laki-laki normal 
membuat pemerintah tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 
pemenuhan hak identitas mereka. Kelompok gay atau lesbian (penyuka 
sesama perempuan) memang jarang sekali bahkan tidak ada yang 
menginginkan identitas mereka tersebutdijadikan sebagai jenis kelamin.
Hukum di Indonesia memberikan celah bagi kaum waria melakukan 
perubahan jenis kelamin dengan prosedur pengadilan. Hal tersebut 
kemudian menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan konfirmasikan 
kepada waria akan kebijakan yang dianggap sebagai salah satu solusi atas 
kesimpangsiuran status jenis kelamin yang mereka alami.
Menurut pengakuan beberapa waria dari hasil wawancara, diperoleh 
sebuah fakta bahwa kaum waria mengalami kesulitan dalam melakukan 
perubahan jenis kelamin.
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“Kesulitan tersebut terletak pada ketidaktersedianya biaya untuk 
membayar berbagai hal administrasi dan tentunya urusan medis”.
(Bendahara IWAYO, “SL”)
“Selagi kaum waria mengalami permasalahan yang serba dilematis 
terkait identitas seksual, pemerintah sampai saat ini dirasa memang 
belum atau bahkan tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasinya”.
(Ketua IWAYO, “SR”)
Berdasarkan data dari IWAYO, dari 96 orang waria yang tinggal di 
Kota Yogyakarta hanya ada 52 orang waria yang memiliki kartu identitas 
berupa Kartu Tanda Penduduk. Itu artinya ada 44 orang waria yang tidak 
tercatat sebagai penduduk kota Yogyakarta. 
Dari data di atas dapat terlihat bahwa waria yang memiliki KTP 
hanya 46% dari total seluruh waria yang tercatat sebagai anggota IWAYO 
yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Faktor yang menyebabkan adalah 
adanya keengganan para waria untuk mencantumkan jenis kelamin laki-
laki pada kartu identitasnya karena hal tersebut bertentangan dengan 
keinginannya. Tetapi dari 46% waria ada yang melakukan pemalsuan 
identitas.
Pemalsuan identitas yang dimaksud adalah dengan mencantumkan 
jenis kelamin perempuan pada tanda pengenalnya tanpa mengikuti 
prosedur hukum yang sudah ditentukan. Hal tersebut tentu menjadi sebuah 
akibat dari tidak adanya solusi untuk mengatasi masalah identitas kaum 
waria yang ada di Indonesia.
Sedemikian banyaknya waria yang tidak terdaftar sebagai warga 
Yogyakarta 23 diantaranya ialah masyarakat asli Kota Yogyakarta. Hingga 
selama ini tidak ada upaya jemput bola yang dilakukan oleh pemerintah 
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kota Yogyakarta untuk melakukan pendataan waria di Yogyakarta 
khususnya yang belum memiliki kartu identitas. Pemerintah tetap 
melakukan sesuai dengan peraturan yang membagi jenis kelamin menjadi 
laki-laki atau perempuan. Pemerintah tidak akan melayani warganya yang 
ingin melakukan perubahan jika tidak melaukan prosedur hukum yang 
berlaku.
IWAYO sendiri sebagai lembaga yang menaungi waria-waria yang 
ada di Yogyakarta belum pernah mencoba melakukan pendataan atas 
waria yang ingin berubah jenis kelamin sebagai perempuan atau sebagai 
laki-laki. Dengan data tersebut seharusnya bisa dijadikan dasar IWAYO 
mengajukan permohonan terhadap pemerintah agar dipermudah dalam 
kepengurusan KTP baik yang masih ingin tetap dituliskan sebagai laki-
laki, maupun sebagai perempuan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah hanya menjalankan 
prosedur yang ada di dalam hukum dan tidak melayani seorang waria yang 
memang meminta untuk ditulis dengan status waria. Pemerintah sendiri 
memberikan solusi sebagai berikut:
a. Menuliskan identitas sebagai laki-laki. Artinya, penentuan jenis 
kelamin ini masih dilakukan dengan melihat kondisi alat kelamin 
kaum waria yang memang memiliki alat kelamin laki-laki.
b. Melakukan perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan 
melalui prosedur yang ditentukan. Prosedur itu sendiri terdiri dari 
tahapan-tahapan:
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1) Pengajuan permohonan ke pengadilan untuk melakukan 
perubahan jenis kelamin. 
Dalam hukum di Indonesia memang tidak ada hukum yang 
khusus mengatur tentang tata cara perubahan jenis kelamin. Tetapi 
atas permohonan yang diajukan, pengadilan tidak boleh menolak 
atas dasar tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal ini 
ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat (1) bahwa “Pengadilan 
dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada 
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya”. 
Dan dalam undang-undang tersebut pula pada pasal 5 ayat (1) 
menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga, jika ada 
seseorang yang melakukan permohonan ke pengadilan untuk 
melakukan perubahan jenis kelamin, hakim harus mengadili dan 
melakukan penemuan hukum berdasarkan rasa keadilan.  
2) Pengajuan permohonan penerbitan tanda pengenal dengan status 
yang sudah diberikan oleh pengadilan. Jika seorang waria yang 
meminta untuk diterbitkan dokumen baik akta kelahiran, kartu 
keluarga, maupun kartu tanda penduduk dengan status sebagai 
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perempuan dan hal itu sudah sudah dikabulkan oleh pengadilan,
maka pihak Disdukcapil tidak boleh melakukan penolakan lagi.
3) Pengubahan alat kelamin melalui proses medis. Menurut Fajrin, 
dalam http://eprints.upnjatim.ac.id/380/1/file1.pdf diakses pada 
tanggal 7 April 2014, jam 09.43, operasi kelamin dalam dunia 
kedokteran tersebut ada tiga macam yakni: a) operasi pergantian 
jenis kelamin, dilakukan terhadap seseorang yang memiliki 
kelamin normal sejak lahir, b) operasi penyempurnaan kelamin, 
dilakukan terhadap seseorang yang memiliki cacat kelamin, dan c) 
operasi pembuangan salah satu jenis kelamin, dilakukan terhadap 
seseorang yang memiliki jenis kelamin ganda. Pada kasus yang 
terjadi pada kaum waria operasi yang dilakukan ialah operasi 
pergantian jenis kelamin. Yakni dengan mengubah alat kelamin 
laki-laki menjadi alat kelamin perempuan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2006 sebenarnya pernah 
memfasilitasi pakar-pakar dari berbagai negara untuk melakukan 
konsolidasi membahas hak-hak waria yang perlu dilindungi. Forum 
tersebut dilaksanakan di Universitas Gajah Mada (UGM). Pertemuan 
dihadiri perwakilan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, India, 
Kenya, Argentina, Thailand, Tingkok, Kanada, Inggris, Irlandia, 
Finlandia, dan Costa Rica. 
Hasil dari pertemuan tersebut menelurkan Prinsip-prinsi Yogyakarta 
atau yang disebut dengan “Yogyakarta Principles”. Yogyakarta Principles 
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memuat hak-hak yang selama ini perlu dan harus diperjuangkan oleh kaum 
waria atau kaum Lesbian Gay Biseksual, dan Transgender (LGBT) secara 
umum. Hak-hak tersebut antara lain:
a. Hak untuk Penikmatan HAM Secara Universal; 
b. Hak atas Kesetaraan dan Non Diskriminasi;
c. Hak atas Pengakuan di Mata Hukum;  
d. Hak untuk Hidup; 
e. Hak atas Keamanan Seseorang; 
f. Hak atas Privasi;
g. Hak atas Kebebasan dari Kesewenang-Wenangan  terhadap 
Perampasan Kebebasan;
h. Hak atas Pengadilan yang Adil;  
i. Hak untuk Mendapatkan Perlakuan Manusiawi Selama Dalam 
Tahanan;
j. Hak atas Kebebasan dari Siksaan dan Kekejaman, Perlakuan atau 
Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan; 
k. Hak atas Perlindungan dari Semua Bentuk Eksploitasi, Penjualan 
dan Perdagangan Manusia;
l. Hak untuk Bekerja;
m. Hak atas Keamanan Sosial dan atas Tindakan Perlindungan Sosial 
Lainnya; 
n. Hak untuk Mendapatkan Standar Kehidupan yang Layak; 
o. Hak atas Perumahan yang Layak; 
p. Hak atas Pendidikan;
q. Hak atas Pencapaian Tertinggi Standar Pendidikan; 
r. Perlindungan atas Kekerasan Medis; 
s. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi;  
t. Hak atas Kebebasan Berkumpul dengan Damai dan Berasosiasi; 
u. Hak atas Kebebasan Berpikir, Memiliki Kesadaran dan Agama; 
v. Hak atas Kebebasan untuk Berpindah;
w. Hak untuk Mencari Perlindungan;
x. Hak untuk Menemukan Keluarga; 
y. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Publik; 
z. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Budaya;
aa. Hak untuk memajukan HAM;
bb. Hak atas Pemulihan dan Ganti Rugi yang Efektif.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan sebuah rekomendasi secara  
administratif dan legislatif serta langkah lainnya untuk menjamin 
kebijakan yang mendukung kegiatan HAM. Usaha tersebut bukan lain 
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sebagai arahan pada usaha memajukan, perlindungan, dan realisasi HAM, 
termasuk pada hak-hak yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas 
gender.
Konsolidasi yang dilakukan memang mempunyai harapan agar 
kaum-kaum minoritas seperti waria dapat semakin terlindungi hak-haknya 
(HAM). Namun, hingga saat ini “Yogyakarta Principles” tidak terlalu 
berdampak pada hukum yang dikendaki. Padahal jika diterapkan maka 
hak-hak kaum waria akan jelas bisa terlindungi, tetapi hingga saat ini 
pemerintah belum mempertimbangkannya untuk direalisasikan dalam 
bentuk undang-undang.
Hak pendidikan menjadi salah satu hal yang hendak diperjuangkan 
dalam pemenuhannya, terutama kaum waria atau LGBT. Pendidikan 
merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM). Pendidikan sangat diharapakan mampu membentuk 
watak dan perilaku manusia ke arah yang lebih baik. Binti Maunah 
(2009:1-2) menjelaskan pengertian pendidikan dalam arti luas yaitu 
segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan 
dan sepanjang hidup dan merupakan situasi hidup yang mempengaruhi 
pertumbuhan individu.
Dalam penghayatannya, pendidikan setidaknya harus memiliki 
empat karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu masa pendidikan.
Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam setiap saat, 
selama ada pengaruh lingkungan baik pengaruh positif maupun pengaruh 
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negatif. Kedua, lingkungan pendidikan yakni, pendidikan berlangsung dan 
dilaksanakan dalam semua lingkungan hidup, baik yang secara khusus 
diciptakan untuk kepentingan pendidikan (formal) maupun yang ada 
dengan sendirinya (informal dan nonformal).
Bentuk kegiatan menjadi karakteristik ketiga. Bentuk-bentuk 
kegiatan pendidikan dapat diidentifikasi dari berbagai macam, mulai yang 
misterius (tak sengaja) sampai dengan terprogram/terencana. Pendidikan 
dapat berbentuk segala macam pengalaman belajar yang perlah dilalui. 
Selain bentuk, pendidikan ini berlangsung dalam beraneka ragam pola dan 
lembaga. Hal ini yang menjadi tidakkalah penting terkait pendidikan yang 
lebih berorientasi pada peserta didik melalui segala pengalamannya. 
Karakteristik terakhir adalah tujuan pendidikan. Tujuanpendidikan 
yang terkandung untuk dapat dipahami dalam setiap pengalaman belajar, 
tidak hanya ditentukan dari sisi luar tapi juga dalam. Tujuan pendidikan 
tidak jauh berbeda dengan tujuan hidup. Tujuan hidup ini yang 
seyogyanya mulai diterapkan melalui setiap individu peserta didik. Setiap 
kenyamanan yang di dapat peserta didik menjadi keunggulan psikis
mereka melakukan upaya pendidikan.
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
pengertian pendidikan dijelaskan sebagai berikut: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampiloan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional sendiri mempunyai 
fungsi sebagai mana ditegaskan pada pasal 3 UUD 1945 yakni untuk 
mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan 
martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan 
nasional negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
Pola sistemik pelaksanaan pendidikan harus diperhatikan betul untuk 
mendapatkan hasil yang optimal. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa maka diperlukan pendidikan yang bermutu. Untuk menjamin 
terselenggaranya pendidikan yang bermutu adalah mutlak pelaksanaan 
pendidikan di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
(SNP). 
Berdasarkan pasal 35 dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, untuk mencapai tujuan pendidikan harus memiliki 
SNP sebagai acuan pengembangan dan pengendalian pendidikan. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab II pasal 2, 
standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi 
lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, 
dan penilaian pendidikan. 
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Pendidikan nasional berkaitan erat dengan pembangunan nasional 
karena tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri adalah untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia guna 
melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Sebaliknya, 
keberhasilan pembangunan nasional tergantung dari kualitas SDM sebagai 
pelaksana pembangunan tersebut.
Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di 
Indonesia diantaranya adalah efektifitas, efisiensi, dan standardisasi 
pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efektif apabila pendidikan 
itu memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, 
menyenangkan, dan dapat mengantarkannya kepada tujuan sesuai dengan 
yang diharapkan.
Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia tidak dipungkiri 
adalah eksklusifitas terhadap pelaku pendidikan itu sendiri. Pendidikan 
masih dinikmati oleh hanya segelintir kelompok/golongan tertentu saja. 
Hak untuk mendapatkan akses pendidikan belum sampai bisa dinikmati 
oleh seluruh umat di dunia, terkhusus di Indonesia.
Sebagai waria, penyimpangan seksual yang terjadi pada diri mereka
ternyata juga melahirkan suatu bentuk diskriminasi dari luar karena alasan 
penyimpangan sosial. Akibatnya mereka harus mencari pelampiasan 
kepada seusatu yang mungkin bisa mereka capai seperti pelacuran, 
gelandangan atau pengamen, dan seks bebas. 
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Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) 
melalui seksi Rehabilitasi Masalah Sosial seharusnya memiliki andil dan 
kewenangan untuk menangani masalah penyimpangan sosial tersebut.
Di sisi lain pihak pemerintah, bentuk diskriminasi kepada waria juga 
terjadi pada dunia atau instansi pendidikan (sekolah). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan salah seorang waria, dapat diperoleh sebuah kisah 
penolakan yang sempat terjadi di sebuah universitas di Yogyakarta. Sebut 
saja Mbak “CC”, meski dia dinyatakan diterima melalui tes seperti pada 
umumnya, tetapi setelah itu dengan perbicangan di “belakang” dirinya 
ditolak oleh pihak universitas. Alasan yang dia terima adalah keadaan 
fisiknya sebagai waria dan tuna rungu.
Menurut Ketua IWAYO, “SR”, mayoritas anggotanya hanya 
berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Faktor-faktor 
penyebab tingkat pendidikan anggota IWAYO rendah diungkapkan lebih 
detail oleh “SR” sebagai berikut:
“Tidak hanya faktor sekolah yang kemudian menolak waria hingga 
tidak terpenuhinya hak pendidikan. Keluarga menjadi faktor lain. 
Konflik tidak bisa terhindarkan tentang status atau keadaan waria 
yang dialami oleh salah satu orang dalam keluarga. Konflik tersebut 
yang menjadi alasan. Orang tua kerap menolak keberadaan anaknya 
yang “memilih” menjadi waria hingga memutus komunikasi. Anak 
yang tidak merasa nyaman akhirnya memili pergi, 
sekolah/pendidikan secara tidak langsung harus ditinggalkannya”.
Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada (PSW UGM), 
Drs. Soeprapto, S.U., mengatakan waria kerap tidak diterima dalam 
instansi pendidikan karena tidak memenuhi syarat dari Segi Peraturan. Dia 
membagi syarat yang harus dilewati setiap orang untuk masuk dalam 
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sebuah instansi menjadi tiga segi yakni segi peraturan, segi kebijakan, dan 
segi standar.
“Waria tidak memenuhi syarat pada peraturan yang diterapkan oleh 
instansi pendidikan”.
Senada dengan Drs. Soeprapto, Kepala SKB Kota Yogyakarta, 
Agus, mengatakan sesuai dengan kualifikasi intelegen dan ilmu 
pengetahuan, waria mungkin saja mampu menyesuaikan dengan kebijakan 
yang berlaku secara nasional. Begitu juga dengan standar, waria mampu 
menyesuaikan dengan apa saja yang diterapkan pemerintah atau sekolah 
terkait dengan kriteria sebagai siswa. Masalah yang dialami waria saat 
masuk sekolah adalah sebagai berikut:
“Waria  bermasalah dengan syarat peraturan. Peraturan tersebut 
kemudian menjadi otoritas pelaku di pihak instansi 
pendidikan/sekolah terkait. Kalau mereka butuh (akses pendidikan), 
seharusnya intansi bisa emmpertimbangkan. Ada pola komunikasi 
tidak langsung ditolak”.
Waria tidak memenuhi peraturan, sebut saja pada penggunaan 
pakaian seragam. Pakaian menjadi alasan bagaimana waria harus dipaksa 
menggunakan pakaian laki-laki. Padahal jelas mereka lebih nyaman 
diperlakukan sebagai waria. Perlakuan paksa seperti ini yang masih saja 
dialami oleh waria dan dilakukan oleh pihak pemerintah, di sini pengampu 
kebijakan di instansi pendidikan. 
Penanganan waria bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi 
juga oleh masyarakat pada umumnya, terlebih yang bersinggungan 
langsung dengan kehidupannya. Karena bagaimanapun waria hidup di 
lingkungan masyarakat yang memiliki budaya agama, dan ciri yang 
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beragam. Faktor-faktor tersebut membuat masyarakat mengategorikan 
jenis kelamin hanya ada dua yakni perempuan dan laki-laki 
mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap kaum waria. 
Kategori jenis kelamin menjadi dua yakni, laki-laki dan perempuan 
menjadi salah satu penyebab akses pendidikan terturtup. Pemenuhan hak 
pendidikan berpengaruh besar terhadap waria dalam memperoleh lapangan 
kerja. Menurut seorang anggota IWAYO, “CC”, setiap melamar kerja ke 
instansi baik pemerintah maupun swasta, kelengkapan ijazah pendidikan 
terakhir menjadi kendala. Banyak ditemui di lapangan pekerjaan sekarang 
ini tenaga kerja yang diperlukan  minimal pernah lulus Sekolah Menengan 
Atas (SMA) bahkan mereka yang sarjana. Pengalaman “CC” saat merasa 
sulit untuk masuk dunia pendidikan lalu dunia kerja saat mengaku sebagai 
waria dijelasakan sebagai berikut:
“Saat itu sayajuga pernah mendaftar salah satu perguruan tinggi 
negeri di Yogyakarta namun tidak diterima. Selama sekolah hingga 
SMA saya mengenakan identitas laki-laki. Namun, saat mendaftar 
perguruan tinggi saya membuka identitas sebagai waria Kondisi 
waria menjadi salah satu alasan saya ditolak. Hak pendidikan bagi 
waria terbatasi oleh status jenis kelamin dan penampilan. Saya 
merasa mampu untuk bersaing di pendidikan perguruan tinggi 
namun akses untuk masuk saja tidak bisa. Saya harus memilih 
menjadi perempuan atau laki-laki. Saya sudah menjadi perempuan 
namun tetap tidak dirterima. Saya bingung dengan kondisi ini”.
(Anggota IWAYO, “CC”)
“Semua tahu, sebagian besar waria hanya lulusan SMP. Saat SMP 
mereka memutuskan atau diputuskan pergi dari rumah serta sekolah. 
Ijazah SMP tidak memenuhi syarat jenjang pendidikan oleh lapangan 
kerja”. (Ketua IWAYO, “SR”)
Tidak bisa dipungkiri, perlakuan dari pembatasan kepada dua jenis 
kelamin itu cenderung ke hal-hal yang negatif. Dari ketiga subjek 
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penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mereka pernah mengalami 
tindakan yang kurang menyenangkan manakala terjun ke masyarakat. 
Bahkan, IWAYO secara lembaga sempat mendapatkan penolakan ketika 
akan mengadakan kegiatan berupa kompetisi olah raga bagi anggotanya. 
Penolakan izin tersebut didasarkan atas ketakutan akan adanya protes dari 
kelompok-kelompok keagamaan seperti Front Pembela Islam (FPI).
Penolakan dari masyarakat atau pun kelompok memberikan 
gambaran bahwa penerimaan terhadap kaum waria di lingkungan 
masyarakat masih sangat sulit. Bukan hanya faktor budaya tetapi sudah 
dengan mengatasnamakan agama  sebagai alasan atas penolakan 
keberadaan waria di tengah masyarakat.
Berdasarkan data IWAYO pada Maret 2014, anggota IWAYO 
berkutat pada tiga jenis pekerjaan yakni pengamen sebanyak 62 orang, 
pekerja seks komersial 75 orang dan salon sebanyak 40 orang. Dari data 
tersebut peneliti dapat mengklasifikasikan waria dalam konteks status 
sosial ekonomi yakni waria pelacur dan waria non pelacur. Waria pelacur 
ialah waria yang memiliki pekerjaan utama di sektor pelacuran, sebaliknya 
waria non pelacur merupakan kelompok waria yang memiliki pekerjaan di 
berbagai bidang yakni salon, pengamen, dan lain-lain seperti pembantu 
rumah tangga, berdagang.
Sebelum pemerintah kota Yogyakarta menutup tempat-tempat 
lokalisasi pada tahun 2000, praktek pelacuran kaum waria dapat dikatakan 
sangat tinggi. Namun setelah tahun 2000 tempat-tempat pelacuran kaum 
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waria biasanya berada di Taman Senopati, pinggiran rel kereta api stasiun 
Lempuyangan, dan stasiun Tugu bagian selatan. Selain pelacuran, tempat 
waria mengamen juga banyak ditemukan di Yogyakarta seperti di 
pertigaan Prambanan, Jl. Gejayan, perempatan Sagan, dan lain sebagainya. 
Sebagian besar waria menggantungkan diri pada pekerjaan kehidupan 
malam dan mengamen, maka hal itu menimbulkan satu anggapan bahwa 
dunia waria diidenitikan dengan pelacuran dan gelandangan. 
UUD 1945 pasal 27 ayat (2) sudah tegas dikatakan bahwa “Tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”. Jaminan konstitusi memang sudah ada, tetapi kelompok 
waria masih saja terpinggirkan. Lembaga-lembaga pemerintahan di 
Yogyakarta tidak ada satu pekerja waria, dan pemerintah tidak 
menyediakan pekerjaan yang layak untuk kaum waria di Yogyakarta.
Pengalaman penolakan didunia kerja pernah menimpa beberapa 
waria bahkan waria yang telah menjadi pegawai tetap atau PNS. Selian 
terkendala status jenajang pendidikan akhir mereka, penolakan tersebut
didasarkan atas kondisi sebagai waria. Meskipun, penampilan mereka 
dalam dunia kerja layaknya laki-laki tetapi penampilan setelah bekerja 
yang kembali mengenakan pakaian perempuan inilah yang menjadi dasar 
pemecatan mereka.
Hal itu menegaskan bahwa kelompok waria mengalami penolakan di 
dunia kerja yang diakibatkan oleh perbedaan sosial. Jelas itu telah 
membatasi hak waria dalam pekerjaan. Allan McChesney (2003: 33) 
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dalam bukunya menjelaskan bahwa negara tidak boleh membatasi hak 
suatu kelompok hanya karena anggota kelompok tersebut memiliki 
perbedaan sosial, kepercayaan atau latar belakang kultural dengan 
penguasa negara atau dengan mayoritas penduduk dalam negara tersebut. 
Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pemenuhan hak pendidikan waria di Yogyakarta tidak terlaksana 
sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakanwaria masih tidak bisa menikmati 
hak atas pengakuannya sebagai warga negara yang telah dijamin dalam 
konstitusi maupun undang-undang.Konstitusiyang ada memang 
menyebutkan bahwa setiap warga negara dijamin hak asasi manusianya,
termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, tetapi konstitusi itu masih 
terlalu abstrak sehingga perlu direalisasikan dalam tindakan yang nyata. 
2 Upaya-upaya IWAYO dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Waria 
sebagai Warga Negara di Yogyakarta
Merasa bahwa pemenuhan hak pendidikannya belum terpenuhi, 
kaum waria di IWAYO pun melakukan berbagai upaya penuntutan. 
Upaya-upaya yang dilakukan IWAYO dinamakan Strategi Komunikasi
yang terdiri dari:
a. Mediasi
Mediasi merupakan salah satu cara yang ditempuh IWAYO guna 
menuntut hak pendidikan anggotanya. Mediasi dilakukan oleh waria 
dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial, Dinas 
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Pendidikan, instansi pendidikan, dan DPRD. Dialog dilakukan dengan 
mengundang pejabat publik bersangkutan pada acara-acara yang 
diadakan waria. Selain mediasi yang diadakan IWAYO, ada juga dialog 
yang dimediasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat PKBI Yogyakarta. 
Namun, menurut sejumlah waria, mediasi belum berhasil:
“Dari dialog ataunmediasi, belum bisa membuahkan hasil nyata 
karena memang permasalahan waria akan selalu berbenturan 
dengan masalah orientasi seksual dan tidak pernah ada kesepakatan 
dengan pemerintah”. (Ketua IWAYO, “SR”)
“Mediasi jelas sudah kami [waria] lakukan tetapi belum optimal. 
Kami menyesalkan pejabat pemerintah tidak hadir pada undangan 
acara atau mediasi yang kami gelar. Tentu sajapendapat kami juga 
tidak pernah tersampaikan”. (Bendahara IWAYO, “SL”)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan mediasi belum berhasil dalam upaya menuntut hak 
pendidikan kaum waria, khususnya anggota IWAYO.
b. Kampanye
Kegiatan kampanye merupakan salah satu bentuk menyalurkan 
aspirasi dan penyampaian penuntutan. Kampanye dilakukan dengan 
turun ke jalan membagikan poster, buletin, stiker, bunga, dan lain 
sebagainya sebagai tanda pengenalan komunitas waria. Kampanye juga 
dilakukan dengan melakukan demonstrasi. Demonstrasi dilakukan oleh 
kaum waria guna menuntut hak-haknya secara umum tentang isu 
diskriminasi. Kerjasama yang dilakukan IWAYO dalam menuntut hak 
pendidikan waria dijelaskan sebagai berikut:
“IWAYO tidak sendirian, bersama organisasi waria lainnya seperti 
Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) dan Komunitas 
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Keberagaman Perempuan Yogyakarta mereka mengampanyekan 
pemenuhan hak, termasuk hak pendidikan. Para waria biasa 
melakukan aksi demonstrasi pada hari transgender sedunia”.
(Ketua IWAYO, “SR”)
“Selain itu, pada hari kartini juga kami turun jalan. Kami 
memanfaatkan momen hari besar untuk bergabung dengan mas 
aksi lain. Hal itu untuk mengundang perhatian publik juga 
mengenai masalah yang kami hadapi”. (Bendahara IWAYO, “SL”)
Kampanye terbuka memang tidak dilakukan di wilayah instansi 
pendidikan atau dinas pemerintahan terkait seperti, Dinas Pendidikan 
atau Dinas Sosial. Namun advokasi terhadap dirinya sendiri banyak 
dilakukan dengan cara lobi.
c. Pentas Karya Seni
Pentas karya seni merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh 
kaum waria. Melalui kegiatan pentas seni, IWAYO berupaya untuk 
mengubah stigma waria yang dianggap jelek dan tidak berpendidikan. 
Dalam kegiatan ini, IWAYO juga mengundang perwakilan dari 
pemerintah baik dari Dinas maupun DPRD serta dari masyarakat 
umum. Pentas seni yang ditampilkan oleh para waria melalui IWAYO
ialah berupa tarian, fashionshow kebaya, serta pemilihan miss waria.
“Saya pernah mengikuti ajang miss waria. Semua peserta jelas 
menganaikan pakaian perempuan.Hal ini menjadi salah satu cara 
bahwa kami tengah menunjukan eksistensi diri sebagai perempuan 
di hadapan banyak orang meskipun memang nama acara masih 
miss waria”. (Anggota IWAYO, “CC”)
“Waria yang suka menari banyak. Gerakan saat menari juga 
lemah gemulai layaknya perempuan lainnya. Ya ajang karya seni 
bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan identitas kami kepada 
masyarakat umum”. (Bendahara IWAYO, “SL”)
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d. Pendekatan dengan pers
Pendekatan terhadap pers adalah sesuatu yang dianggap IWAYO 
wajib dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pers merupakan alat yang 
paling strategis terhadap pembentukan opini masyarakat. Pendekatan 
yang dilakukan misalnya dengan mengadakan pers conference serta 
mengundang pers pada setiap kegiatan IWAYO.
Hingga saat ini, pendekatan dengan pers cukup efektif untuk 
mengenalkan komunitas IWAYO kepada masyarakat. Ini juga menjadi 
langkah untuk menyatakan bahwa ditengah-tengah masyarakat ada 
kelompok minoritas yang layak untuk dihargai.
Selain mengandalkan pers untuk meliput, IWAYO juga berusaha 
menerbitkan buletin komunitasnya sendiri. Buletin menjadi alat untuk 
mereka berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung maupun 
tidak langsung. 
“Kami membuat buletin dengan nama IWAYO. Kami menilai 
proses mencari berita dan sirkulasi buletin IWAYO menjadi modus 
kami untuk bertemu serta memperkenalkan diri kepada masyarakat 
luas”. (Anggota dan Peminpin Redak buletin IWAYO, “TM”)
“Secara tidak langsung kami sudah berkomunikasi dengan 
masyarakat. Buktinya, kami juga berbicara melalui tulisan dalam 
buletin atau media lain yang telah memuat berita IWAYO. 
Makna/konten yang disampaikan pada buletindan media itu bisa 
dibaca oleh orang lain. Itu bentuk advokasi untuk kami sendiri”. 
(Bendahara IWAYO, “SL”)
Upaya-upaya yang dilakukan oleh IWAYO di atas merupakan bentuk 
nyata mereka untuk meminimalisir stigma/cap negatif pada mereka. Selain itu 
hal tersebut guna melakukan penuntutan hak pada pemerintah dan masyarakat
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agar waria diperlakukan seperti masyarakat lainnya.Namun, hingga saat ini 
keempat upaya yang telah dilakukan belum menampakan hasil yang berarti. 
Bahkan ada juga upaya yang kerap mengalami kendala.
Mediasi menjadi upaya yang kerap mengalami kendala. IWAYO kerap 
kalah dalam melakukan lobby politis terhadap tuntutan yang mereka bawa 
kepada pemerintah/pihak terkait. Butuh pendidikan khusus tentang dasar 
hukum atau pengetahuan khusu terkait isu advokasi kaum waria.
3. Hambatan-hambatan yang Dialami oleh Pemerintah dalam 
Pemenuhan Hak Pendidikan Waria di DIY
Pemenuhanhak pendidikan waria di Indonesia hingga saat ini bisa 
dikatakan belum sepenuhnya terealisasi. Dari hasil penelitian, dapat 
ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak 
pendidikan waria yang dialami oleh pihak pemerintah. Hambatan-
hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Tidak adanya peraturan yang khusus mengatur tentang waria
Hukum di Indonesia belum ada yang menghendaki waria diakui 
sebagai jenis kelamin. Secara hukum jenis kelamin yang diakui hanya 
ada dua yakni laki-laki dan perempuan. Sementara waria menghendaki 
agar kelompoknya diakui sebagai jenis kelamin dengan harapan agar 
mereka terlindungi secara hukum.
Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia memang menjamin untuk tidak adanya diskriminasi namun 
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pelaksanaannya belum jelas karena tidak ada pidana yang menjerat 
pelaku tindak diskriminasi terhadap waria. Justru waria lah yang kerap 
dijadikan sebagai pelaku kriminal atas tindak pidana ringan (tipiring).
“Bahwa kondisi yang memaksa waria sebagai objek ketidakadilan 
di negeri ini adalah karena sistem hukum yang ada belum cukup 
untuk menjamin kepastian hukum bagi waria”. (Ketua IWAYO, 
“SR”)
“Apabila tidak ada kepastian hokum bagi waria, kami masih akan 
terus terdiskriminasi. Waria masih menjadi kaum yang 
tersingkirkan baik dalam pendidikan maupun pekerjaan”.
(Anggota IWAYO, “CC”)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan otoritas pemerintah akhirnya menjadi bias atas 
penerimaan waria di lingkungan mereka.
b. Belum adanya pendataan oleh pemerintah
Faktor yang menghambat terealisasinya perlindungan hak 
pendidikan waria adalah permasalahan data waria di Yogyakarta. 
Menurut Ketua Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial Disosnakertrans Kota 
Yogyakarta diketahui bahwa pihaknya belum pernah melakukan 
pendataan secara intensif terhadap keberadaan waria di Yogykarta.
4. Hambatan yang Dialami oleh IWAYO dalam Memperjuangkan Hak 
Pendidikan Anggotanya Sebagai Warga Negara
Sebagai sebuah lembaga yang mengakomodir waria di Yogyakarta 
dan telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak 
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pendidikan anggotanya, IWAYO juga mengalami hambatan-hambatan 
dalam pelaksanaanya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:
a. Rendahnya pendidikan kaum waria
Tinggi rendahnya pendidikan seorang waria akan berdampak pada 
kesadaran waria akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 
Seperti yang diperoleh dari hasil wawancara diketahui bahwa 
ketidaktertarikan kaum waria pada kehidupan politik disebabkan tidak 
mengerti akan masalah-masalah politik terkini:
“Minimnya tingkat pendidikan waria disebabkan karena mereka 
tidak bisa bertahan dengan kondisi yang memaksa mereka harus 
diperlakukan seperti laki-laki pada umumnya”. (Ketua IWAYO, 
“SR”)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dalam 
menyampaikan hak dan kewajiban waria sebagai warga negara belum 
adil.Akibatnya, IWAYO tetap mengalami kesulitan dalam memberikan 
pemahaman atau menyadarkan anggotanya akan pentingnya pemenuhan 
segala hak untuk mereka sendiri sebagai warga negara.
b. Rendahnya tingkat ekonomi kaum waria
Secara tidak langsung ekonomi juga akan mempengaruhi 
terpenuhinya hak pendidikan kaum waria. Dalam kaitannya dengan hak 
pendiikan, kondisi ekonomi waria yang rendah menyebabkan waria 
terpaksa melakukan “pelampiasan” pada kegiatan lain. Tidak khayal 
waria memilih pekerjaan yang kita anggap tidak layak seperti 
pengamen dan pekerja seks komersial.Hal tersebut dipengaruhi oleh 
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tidak tersedianya peluang kerja yang sebagaimana mestinya untuk 
kaum-kaum waria. 
“Lapangan pekerjaan menuntut syarat pada tingkat pendidikan 
tertentu. Sedangkan waria tidak mampu menjangkaunya pra sarat 
untuk mendapatkan pekerjaan itu”.(Anggota IWAYO, “CC”)
C. Pembahasan Temuan Penelitian
Pemerintah tidak bisa memberikan layanan pemenuhan hak pendidikan 
kepada waria Yogyakarta secara utuh. Sebagai bukti, masih ada hak-hak 
waria yang tidak bisa dirasakan, seperti pengakuan atas identitas. Secara 
teknis waria tidak diakui jenis kelaminnya sehingga mereka tidak bisa 
mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah hanya memberikan 
pilihan kepada waria untuk menuliskan jenis kelamin diri sebagai laki-laki 
atau perempuan. Namun, ketika waria memilih menulistkan sebagai
perempuan, pemerintah malah melarang. Alasanya, waria masih memiliki alat 
kelamin laki-laki. Waria harus menuliskan diri dalam KTP sebagai laki-
laki.Sebagian besar waria yang memiliki prinsip bahwa mereka sudah 
berjenis kelami perempuan tetap tidak mau mengisi jenis kelamin di KTP 
sebagai laki-laki. Akibatnya, mereka tidak dilayani pemerintah untuk 
memproses pembuatan KTP atau kartu identitas lain.
Kartu atau tanda dentitas padahal perlu waria miliki sebagai alat untuk 
mendapatkan akses layanan pubik lain. Sebagai contoh, apabila waria tidak 
memiliki identitas, mereka akan sulitmemperoleh masuk sekolah atau layanan 
pendidikan lain. Waria terpaksa tidak terlayani dalam pemenuhan hak 
pendidikan oleh pemerintah. Secara tidak langsung, waria tidak terpenuhi 
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setiap hak laykanya warga Negara Indonesia lain. Pemenuhan hak tersebut 
sebenarnya sudah dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat 
dirampas hak pendidikannya secara sewenang-wenang. 
Hak waria untuk memperoleh pendidikan adalah hak yang melekat pada 
diri manusia yang tidak dapat direnggut oleh siapa pun termasuk negara. Hak 
pendidikan menjadi tanggung jawab Negara. Hak pendidikan adalah hak yang 
berkaitan dengan pengarahan manusia pada perkembangan kepribadian yang 
seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat penghormatan 
atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.
Pemenuhan hak pendidikan menjadi upaya meningkatkan rasa 
pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua 
kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Menjadi 
penyesalan, waria menjadi kaum yang belum terlepas terhadap stigma negatif 
dari masyarakat. Pola penilaian tersebut juga memang berperan sebagai 
penghambat waria dalam memperoleh pelayanan oleh pemerintah. 
Di saat masih mendapat stigma negative dan tidak memperoleh 
perhatian, pemerintah juga tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur 
tentang waria. Pemerintah Yogyakarta khususnya belum melakukan 
pendataan  jumlah waria di Yogyakarta yang mengakibatkan tidak pernah 
dilakukannya perlakuan seperti pembinaan (pendidikan dan ketrampilan) 
kepada kaum waria. Akbitanya, tingkat pendidikan waria tetap rendah, 
sebagian besar hanya bisa mencapai tingkat Sekolah Menengah Pertama 
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(SMP). Konsisi itu tentu mengakibatkan waria sulit meyakinkan anggota lain 
menuntut pemenuhan hak pendidikan selayak warga negara lain. Mereka 
tidak memiliki logika hokum untuk mengadvokasi sesama waria. Waria tidak 
mempunyai “pisau” untuk membedah masalah diskriminasi yang masih kerap 
mereka rasakan.  
Waria yang tidak mengikuti proses pendidikan tentu tidak mempuntyai 
keterampilan lain. Selain itu waria juga tidak mempunyai bukti bahwa mereka 
telah melaksanakan pendidikan yang bisa dilegalkan dalam bentuk ijazah. 
Lantaran tidak mempunyai ketrampilan dan bukti tersebut, waria merasa sulit 
dalam mencari kerja. Mereka tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi. Terpaksa, waria akan memilih bekerja meski “tidak baik” demi 
mendapat uang.
Guna mendapat hak pendidikan dan menghilangkan stigma negatif, 
waria melakukan berbagai upaya seperti mediasi, kampanye, pentas seni, dan 
pendekatan dengan pers. Waria melakukan mediasi dengan melakukan dialog 
langsung dengan pemerintah baik dari lembaga eksekutif tingkat daerah 
maupun legislatif seperti DPRD. Selain itu, mereka juga mennyelenggarakan 
dan mengikuti kampanye dengan aksi di jalan dengan membagi-bagikan 
stiker, bunga yang menunjukan identitas IWAYO dan juga melakukan aksi 
demonstrasi di hari transgender sedunia. Pentas Seni dijadikan waria sebagai 
cara menyalurkan minat. Mereka menampilkan kesenian tari tradisional, 
festival kebaya waria, dan pemilihan miss waria. Pentas ini dapat dinikmati 
oleh seluruh masyarakat. Untuk lebih memperkuat rasa percaya diri, waria 
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melakukan pendekatan dengan Pers. Mereka melakukan press conference 
atau dengan mengundang pers di Yogyakarta dalam berbagai kegiatan besar 
IWAYO. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengenalan IWAYO kepada 
masyarakat.
Waria melakukan upaya tersebut untuk mengurangi hingga 
menghilangkan stigma negatif yang kerap menempel pada diri waria.  Mereka 
ingin hak-hak kaum waria sebagai warga negara dapat dinikmati seutuhnya. 
Namun, dari upaya-upaya tersebut hingga saat ini belum menampakan hasil 





1. Pemenuhan hak pendidikanwaria di Yogyakarta
Pemenuhan hak pendidikan waria di Yogyakarta oleh pemerintah 
tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih 
adanyahak-hak waria yang tidak bisa dinikmati sebagaimana yang 
dijamin dalam konstitusi maupun undang-undang yakni pengakuan atas 
identitasnya. Permasalahan identitas tersebut menjadi kendala mereka 
memperoleh akses masuk sekolah atau layanan pendidikan lain. Paling 
ketara, instansi penyedia lapangan kerja tidak bisa dan mau menerima 
mereka karena syarakt administrasi seperti ijazah pendidikan tidak 
mereka miliki.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)
dalam Pemenuhan Hak Pendidikan waria di Yogyakarta
Upaya-upaya yang dilakukan oleh IWAYO adalah sebagai berikut: 
a. Mediasi, yakni melakukan dialog langsung dengan pemerintah baik 
dari lembaga eksekutif tingkat daerah maupun legislatif seperti 
DPRD.
b. Kampanye, yakni melakukan aksi di jalan dengan membagi-bagikan 
stiker, bunga yang menunjukan identitas IWAYO dan juga melakukan 
aksi demonstrasi di hari transgender sedunia.
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c. Pentas Seni, yakni dengan menampilkan kesenian tari tradisional, 
festival kebaya waria, dan pemilihan miss waria. Pentas ini dapat 
dinikmati oleh seluruh masyarakat.
d. Pendekatan dengan Pers, yakni dengan melakukan press conference 
atau dengan mengundang pers di Yogyakarta dalam berbagai kegiatan 
besar IWAYO. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengenalan 
IWAYO kepada masyarakat.
Upaya-upaya di atas dilakukan agar stigma negatif yang kerap 
menempel pada diri waria dapat dihilangkan dan hak-hak waria sebagai 
warga negara dapat dinikmati seutuhnya. Dari upaya-upaya tersebut 
hingga saat ini belum menampakan hasil yang berarti.
3. Hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan waria di 
Yogyakarta
Hambatan-hambatan yang dialami pemerintah yang ditemui 
peneliti di lapangan dalam pemenuhan hak pendidikan waria di 
Yogyakarta, yakni:
a. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang waria sehingga 
membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam memberi perlakuan 
terhadap kaum waria.
b. Belum adanya pendataan terhadap jumlah waria di Yogyakarta yang 
mengakibatkan tidak pernah dilakukannya perlakuan seperti 
pembinaan (pendidikan dan ketrampilan) kepada kaum waria di sana.
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4. Hambatan yang dialami oleh IWAYO dalam memperjuangkan hak 
pendidikan anggotanya sebagai warga negara.
Hambatan-hambatan tersebut antara lain:
a. Rendahnya tingkat pendidikan kaum waria yang mengakibatkan 
sulitnya meyakinkan anggota menuntut pemenuhan hak pendidikan 
layaknya warga negara lain. Pada hambatan ini seperti terjadi 
lingkaran setan, serba salah, mereka tidak memiliki kekuatan logika 
hukum.
b. Rendahnya tingkat ekonomi kaum waria yang cenderung 
mengakibatkan mereka menjadi pragmatis dalam mengikuti kegiatan 
baik yang diadakan IWAYO atau pun pihak-pihak yang bekerja sama 
dengan IWAYO. Jika tidak ada uang transport maka mereka kerap 
tidak bersedia ikut serta meskipun, kegiatan tersebut dalam rangka 
memperjuangkan hak sipil dan politik mereka sebagai warga negara.
B. Saran
1. Bagi pemerintah
Peraturan yang secara khusus mengatur pengakuan waria sebagai 
sebuah jenis kelamin memang tidak perlu ada karena hal itu tidak selaras 
dengan Pancasila, namun yang terpenting adalah peraturan yang 
mengatur sanksi hukum bagi siapa saja yang memperlakukan hak-hak 
warga negara secara diskriminatif termasuk kelompok waria.
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Kemudian, masalah data yang dijadikan alasan tidak ada upaya 
pembinaan terhadap kaum waria sebaiknya segera terselesaikan dengan 
mendatangi IWAYO atau lembaga lainnya yang memiliki data tentang 
jumlah waria yang ada di Yogyakarta dan kemudian dilakukan verifikasi. 
Pemberian pendidikan yang layak dan pekerjaan yang layak juga 
akan berpengaruh terhadap derajat sosial dan kemapanan kehidupan
kaum waria. 
Hal yang paling penting adalah paradigma dan perilaku birokrasi 
hendaknya digeser dari yang semula berparadigma “pengaturan, 
pengendalian, dan pembinaan” menjadi paradigma “pelayanan, 
pemberdayaanm, dan fasilitas pembangunan”. 
2. Bagi IWAYO
Saran kepada organisasi Ikatan Waria Yogyakarta agar lebih 
melakukan pendidikan secara mandiri kepada waria-waria agar mereka 
memahami bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dengan 
masyarakat lainnya. Hal tersebut sebagai upay menyeragamkan pendapat 
di anatara mereka untuk bertindak membela diri.
Selain itu, diberi pengertian bahwa tidak semua masyarakat 
memandang rendah kaum waria, sehingga mereka tidak merasa minder 
untuk bergaul dengan orang lainnya.
Kemudian, meningkatkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan 
yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya menjadi satu hal yang baik 
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agar stigma negatif dari masyarakat semakin berkurang. Serta melakukan 
kegiatan yang lebih mengasah keterampilan guna meningkatkan kualitas 
kerja anggotanya, dan pada akhirnya dapat meminimalisir jumlah waria 
yang bekerja tidak selayaknya.
3. Bagi Waria
Bagi kaum waria agar lebih menunjukkan perilaku positif yang 
dapat diterima masyarakat. Karena bagaimana pun juga hidup sebagai 
waria akan selalu berdampingan dengan masyarakat secara umum. Karena 
sebagai waria juga memiliki hakekat sebagai makhluk sosial. Selain itu, 
hendaknya waria lebih meningkatkan partisipasinya dalam berbagai 
kegiatan kemasyarakatan yang diadakan oleh warga disekitarnya.
4. Bagi Masyarakat
Menjadi waria bukanlah faktor yang sengaja dibuat-buat 
melainkan memang secara psikologis mereka merasa bahwa dirinya 
sebagai perempuan. Masyarakat perlu menyadaribahwa kedudukan waria 
sebagai bagian dari warga negara adalah sama. Pandangan negatif perlu 
disingkirkan karena tidak semua waria berperilaku menyimpang. 
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1. Apa latar belakang anda memilih menjadi seorang waria?
2. Apakah anda tahu, bahwa di Indonesia dalam setiap peraturan tidak 
pernah disebutkan kata-kata waria?
3. Jika jawaban no.2 “iya”, mengapa anda tetap memilih menjadi seorang 
waria?
4. Apakah selama ini anda pernah mengalami diskriminasi dalam 
pemenuhan hak pendidikan sebagai warga negara?
5. Jika jawaban no.4 “iya” dari mana asal diskriminasi itu? apakah dari 
masyarkat atahu dari pemerintah (instansi pendidikan) atahu
keduanya?
6. Diskriminasi yang dilakukan dalam bentuk apa?
7. Apakah anda pernah melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-
hak pendidikan anda? Jika “iya” uapaya macam apa yang dilakukan?
8. Apakah ada tanggapan dari pemerintah?
9. Menurut anda bagaimana solusi agar hak pendidikan anda terjamin dan 
jauh dari diskriminasi?
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Lampiran II. Pedoman Wawancara Dinas dan Lembaga
PEDOMAN WAWANCARA





1. Bagaimana anda memandang keberadaan waria di Yogyakarta?
2. Apakah anda tahu bahwa para waria masih merasa mengalami 
diskriminasi?
3. Menurut anda, boleh atahu tidak waria menjadi pejabat publik artinya 
jika memang mampu cara syarat, mereka dapat menjadi pejabat publik 
seperti anda?
4. Jika no.3 “iya”, apa alasannya?
5. Jika no.3 “tidak”, apa alasannya?
6. Apakah ada peraturan khusus dari pemerintah daerah untuk menjamin
waria memperoleh akses/hak pendidikan di Yogyakarta?
7. Apakah dari pemerintah daerah pernah melakukan upaya-upaya guna 
melindungi hak pendidikan waria di Yogyakarta?
8. Upaya semacam apa yang pernah dilakukan oleh Pemda Yogyakarta?
9. Apakah menurut anda jaminan khusus terhadap waria itu diperlukan? 
Alasannya apa?
10. Apa anda tahu bahwa para waria pernah melakukan upaya guna 
menuntut dipenuhinya hak-hak pendidikan mereka? Bagiamana 
tanggapan anda terhadap tuntutan mereka?
11. Bagaimana pelayanan birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah 
terahadap para waria?
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Lampiran III. Hail Wawancara Waria
CATATAN WAWANCARA (CW) I
A. Waria
1. Ketua IWAYO
Nama : “TS” alias “SR”
Usia : 51 tahun
Hari dan Tanggal Wawancara : Selasa, 23 Februari 2014
Waktu Wawancara : 16.00 WIB – 21.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Ketua IWAYO, Kotagede 
Hasil wawancara:
Sejak kapan anda menjadi seorang waria?
Sejak kecil, sejak dulu saya merasa bahwa diri saya ini perempuan, 
walaupun secara fisik saya laki-laki. Tetapi saya juga tidak membuat-
buat. Waria itu adalah given tidak bisa menolak, karena ini melekat pada 
psikologi saya. Saya tidak pernah dibuat-buat untuk bertindak seperti 
perempuan karena ini given.
Apa latar belakang memilih menjadi seorang waria?
Alasan menjadi waria karena secara psikologi saya merasa bahwa diri 
saya adalah seorang wanita meskipun pada kenyataannya secara fisik 
saya adalah perempuan.
Peraturan di Indonesia tidak ada waria, bagaimana tanggapan 
anda?
Masalah peraturan itu tidak menjadi penting bagi kami, kami kaum waria 
tahu bahwa di Indonesia yang diakui hanya laki-laki atahu perempuan, 
tapi kami kan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain. 
Kami tidak terlalu memperdulikan masalah peraturan wong terkadang 
peraturan juga tidak memperdulikan kami kok.
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Apa perlu di buat peraturan khusus untuk waria?
Saya menganggap peraturan itu kadang malah menjadi sebuah kekangan
misalnya,dalam sekolah saya yang dari kecil merasa bahwa secara 
psikologi saya perempuan saya terpaksa memakai pakaian laki-laki. 
Untung saja saya ada kemauan untuk sekolah bahwa pendidikan itu 
penting, sampai SMA saya memakai pakaian laki-laki. Tapi ketika saya 
masuk kuliah Biologi di UGM saya kembali memakai pakaian 
perempuan, berjilbab. Nah, itu terkadang peraturan justru menjadi orang 
yang merasa dirinya perempuan terkekang, kalau yang tidak kuat ya 
biasanya mending tidak sekolah. Akhirnya kasian mereka juga kan.
Waria butuh peraturan yang seperti apa?
Kami jelas butuh peraturan khusus untuk mendukung segala kegiatan 
waria dalam upaya mendapatkan hak dan kebutuhan sama dengan 
manusia lain. Kami terlalu banyak terdiskriminasi. Berdasarkan dari 
pengalaman saya selama berorganisasi di IWAYO terdapat beberapa 
anggota mengadu terkait dengan masalah ketersedian akses pendidikan 
tersebut. Masalah pendidikan paling bisa terlihat lantaran tahap kebijakan 
oleh pemerintah atahu oknum masyarakat lain bisa disoroti oleh mata 
setiap orang.
Sebut saja kejadian diskriminasi untuk memperolah hak pendidikan yang 
menimpa anggota IWAYO tahun lalu itu. Karena memilih atahu telah 
menunjukan diri sebagai waria, mereka mendapat konsekuensi untuk 
tidak diterima/diakui oleh keluarga dan lembaga sekolah sebagai WNI 
pada umumnya hingga putus sekolah.
Permasalah di sekolah seperti itu paling terlihat saat menimpa pada 
anggotaIWAYO pada 2013 lalu. Terdapat dua orang dari Komunitas 
Wates/Kulonprogro terpaksa memakai pakaian laki-laki saat mengikuti 
kegiatan sekolah. Padahal mereka telah memperkenalkan dirinya sebagai 
perempuan (waria).
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Selain itu ada cerita lain yang menimpa salah satu anggota IWAYO 
lama,Rully. Dia terpaksa harus menanggalkan status pegawai negeri
(PNS) sebagai guru SD di Padang, Sumatra Barat, 
lantaranmempertahankan status atahuorientasi seksual sebagai waria.
Peraturan khusus bagi waria itu diperlukan untuk mengatasi keterbatasan 
kami dalam memenuhi akses-akses mendapat perlakukan adil dari setiap 
orang, terutama kepada pemerintah.
Rata-rata tingkat pendidikan terakhir anggota IWAYO?
Mayoritas anggota IWAYO hanya berpendidikan setingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Tidak hanya faktor sekolah yang kemudiana 
menolak mereka hingga tidak terpenuhinya hak pendidikan. Keluarga 
menjadi faktor lain. Konflik tidak bisa terhindarkan tentang status atahu
keadaan waria yang dialami oleh salah satu orang dalam keluarga. 
Konflik tersebut yang menjadi alasan. Orang tua kerap menolak 
keberadaan anaknya yang “memilih” menjadi waria hingga memutus 
komunikasi. Anak yang tidak merasa nyaman akhirnya memili pergi, 
sekolah/pendidikan secara tidak langsung harus ditinggalkannya.
Lalu mengapa anda tetap menjadi seorang waria?
Kembali lagi bahwa menjadi waria adalah given tidak bisa ditolak
Apa selama ini masih terus atahu kerap mengalami diskriminasi?
Iya sebenarnya diskriminasi itu kan terjadi ketika orang itu tidak tahu, 
bahwa kami juga layak untuk diterima dalam masyarakat. Terkadang 
kaum waria sendiri juga yang merasa bahwa dirinya di bullying padahal 
tidak. Jadi kalau saya sendiri mau dicibir macam apa, mau dibilang apa 
saya tidak peduli, ya inilah diri saya, ini pilihan saya, kalau tidak suka 
silakan, tapi yang penting saya tidak mengganggu. Lagian di sini kerjaan 
saya juga sebagai perajin bukan seperti teman-teman yang lainnya 
sebagai pelacur. 
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Orang-orang yang memilih menjadi waria sebenarnya sudah tidak peduli 
dengan dengan cemoohan orang, hanya saja yang kami minta adalah 
bahwa kami ini diakui, diterima, bahwa kami sebagai kaum minoritas 
juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya. Memiliki hak 
yang sama.
Terkadang karena anggapan bahwa kami tidak layak untuk disamakan 
dengan masyarakat normal lainnya ini yang membuat kami juga acuh tak 
acuh terhadap hiruk pikuk kehidupan politik yang ada, lagipula politik 
juga tidak mempengaruhi hidup kami. Coba sekarang pemilihan-
pemilihan entah presiden, walikota, bupati, apa berdampak kepada kami. 
Teman-teman waria tetap saja ngamen di jalanan, menjadi pelacur. 
Memang tidak semua waria menjadi pengamen atahu pelacur, ada juga 
waria yang memang sempat hidup dalam dunia pelacuran kemudian 
kebawa temannya yang menjadi tukang salon misalnya dia menjadi ikut-
ikutan mengelola salon. Pekerjaan-pekerjaan itu saja yang bisa kami 
lakukan karena kami juga sadar, kami tidak memiliki keterampilan yang 
lebih dengan pendidikan yang pas-pasan.
Apa pernah dipersulit dalam mengurus perijinan atahu apa pun 
yang berhubungan dengan pemerintah?
IWAYO juga pernah melakukan perijinan dan dipersulit bahkan ditolak 
saat mengadakan kompetisi olahraga antar komunitas waria di 
Yogyakarta tahun 2012, waktu itu saya bersama kawan-kawan mau 
meminjam lapangan mandala krida untuk mengadakan kegiatan tersebut, 
namun oleh kepolisian Gondo Kusuman ditolak dengan alasan nanti 
takutnya akan ada protes dari orang-orang FPI. Kami pikir, FPI ini siapa? 
Wong kami ini meminjam lapangan milik pemerintah yang boleh 
dinikmati seluruh warga kok.
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Apakah pernah memperjuang hak-haknya?
MelaluiIWAYO kami pernah melakukan audiensi dengan pejabat tapi 
mereka waktu itu tidak datang entah alasannya apa, kemudian melakukan 
aksi-aksi ketika hari peringatan Transgender, peringatan HAM, dan kami 
juga sempat mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada DPRD 
Provinsi dan ke Balaikota, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan.
Apakah nanti perlu dibuat sebuah peraturan tentang waria atahu
LGBT?
Ya, wacana itu sebenarnya sudah lama muncul, menurut saya perlu agar  
para waria atahu LGBT secara umumnya lebih mendapatkan jaminan 
hukum, supaya posisi kami ini benar-benar dilindungi oleh negara. 
Karena yang ada selama ini kan kami dianggap sama seperti laki-laki 
pada umumnya, padahal ada hal-hal yang tidak bisa disamakan.
Misalnya dalam hal perkawinan bagaimana para waria memandang 
masalah perkawinan?
Perkawinan bagi kami kalu sudah suka sama suka dan kami mau tinggal 
bersama bagi kami itu sudah menjadi perkawinan. Kami juga sama 
seperti pasangan suami istri lainnya, kami mengadopsi anak, mengurus
mereka layaknya orang tua. 
Masalah hak berpendapat?
Selama ini kami memang bisa berpendapat misalnya dengan berdemo, 
tapi didengar atahu tidaknya saya kurang yakin. Kami lebih sering 
memanfaatkan media untuk menayangkan aspirasi warga IWAYO.
Kalau masalah agama, bagaimana posisi waria?
Agama itu kan hubungan manusia dengan Tuhan, selama ini pemerintah 
tidak melakukan pelarangan terhadap kami untuk memeluk agama entah 
Islam, Kristen, Katolik, dan lainnya. Tapi terkadang yang sering protes 
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adalah orang-orang yang terlalu fanatik itu sendiri, misalnya saja FPI. 
Tapi itu masalahnya pada penerimaannya saja, bahwa mereka belum bisa 
menerima keberadaan kami yang seperti ini.
Apa anda ingin diakui sebagai perempuan? 
Kalau ingin diakui sebagai waria secara hukum tetapi hukum Indonesia 
kan tidak seperti itu. KTP saya juga perempuan. Ini untuk 
mempermudahkan urusan saya saja sebenarnya, misalnya dengan Bank, 
karena saya punya hutang dengan Bank, dan penampilan saya ini kan 
perempuan jadi dari pada ribet di KTP jenis kelamin saya perempuan. 
Kalau masalah kenapa saya bisa? Ya saya kan melobi ke kelurahan agar 
mereka bisa membantu dan mereka mau ya sudah jadi KTP saya adalah 
perempuan.
Bukankah itu pemalsuan identitas?
Ya memang, tapi saya juga ada urusan yang benar-benar butuh. Lagipula 
saya juga tidak menyalahgunakan KTP ini untuk hal-hal yang tidak 
benar, hanya untuk urusan-urusan yang penting-penting saja.
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CATATAN WAWANCARA (CW) II
2. Bendahara IWAYO
Nama : “SL”
Usia : 38 tahun
Hari dan Tanggal Wawancara : Jumat, 7 Maret 2014
Waktu Wawancara : 16.00 WIB – 21.00 WIB
Tempat Wawancara : Sekretariat IWAYO, Nagan Lor, Alun-
alun Selatan.
Apa latar belakang anda memilih menjadi seorang waria?
Saya ini merasa kalau diri saya sudah perempuan sejak kecil, dulu saya 
mainnya sama anak-anak perempuan. Saya etidak tahu kenapa kok saya 
kaya gitu, sudah dari sana (takdir Tuhan) seperti ini. Orang tua sih bilang
kalau jalan mbok jangan kaya gitu namubagaimana lagi wong ya etidak
dibuat-buat koh.
Apakah anda tahu, bahwa di Indonesia dalam setiap peraturannya 
tidak pernah disebutkan kata-kata waria?
Iya tahu, tapi gimana wong saya itu dari sananya udah kaya gini, mau 
diubah juga tidak bisa. Peraturannya memang kaya gitu. Di KTP saya 
juga perempuan, dulu saya ditawari oleh ketua RT saya buat dibikinin 
KTP perempuan ya saya mau-mau aja, wong memang saya itu pengin 
jadi perempuan kok.
Mengapa anda tetap memilih menjadi seorang waria?
Saya nyaman jadi seorang waria, daripada saya kaya laki-laki tapi kaya 
ada tekanan, wong sudah takdir saya mungkin jadi waria. Ya saya terima 
aja kaya sekarang.
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Apakah selama ini ada pernah mengalami diskriminasi kaitannya 
hak pendidikan anda sebagai warga negara?
Iya paling kalau masalah kerja. Ketidakterbukaannya pintu akses 
pendidikan selaras dengan apa yang harus diterima waria dalam 
memperoleh lapangan kerja. Saya kan jadikerja semrawut atahu etidak
tetap. Setiap kali melamar kerja ke instansi baik itu pemerintah maupun 
swasta, kelengkapan ijazah pendidikan terakhir menjadi kendala. 
Kendala tersbeut mundul lantaran sebagaian besar waria hanya lulusan 
SMP, waria tidak memenuhi syarat jenjang pendidikan oleh lapangan 
kerja. Banyak ditemui lapangan pekerjaan sekarang ini memerlukan 
tenaga kerja minimal Sekolah Menengan Atas (SMA) bahkan mereka 
yang sarjana.
Kalau dari orang tua dulu pernah ditolak tidak?
Kalau ditolak ya jelas, tapi saya kan tetap kaya gini tidak berubah-rubah, 
jadi mau tidak mau mereka menerima. 
Apakah anda pernah melakukan upaya untuk memperjuangkan hak
pendidikan anda? Upaya apa yang dilakukan?
Kalau memperjuangkan iya, bareng-bareng sama teman-teman IWAYO, 
kaya kalau demo-demo ikut. Kumpul-kumpul juga ikut, kalau ada acara 
saya jelas ikut. Wong kegiatannya juga baik. Saya juga sering bantu 
Ketua IWAYO, Shinta Ratti bantu koordinasi para anggota.
Kalau masalah agama, selama ini ada kendala tidak?
Kalau di gereja karena kebetulan saya ini Kristen saya tidak pernah ada 
masalah, kalau agama Islam tidak tahu kan ada yang kadang tidak boleh 
gitu ya.
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Menurut anda bagaimana solusi agar hak pendidikan anda 
terjamin? Apa harapkan kaum waria?
Saya ingin hak-hak untuk kami sama dengan masnusia lain jangan 
dibeda-bedakan walaupun kami ini waria. Waria diakui di Indonesia 
karena sebenarnya kami kan ingin diakui, misalnya kalau kami diakui 
laki-laki, kami tidak seperti laki-laki, kalau diakui perempuan kami juga 
tidak kaya perempuan sebenarnya. Paling cocok ya diakui sebagai waria 
gitu.
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CATATAN WAWANCARA (CW) III
3. Anggota IWAYO
Nama : “CC”
Usia : 24 tahun
Hari dan Tanggal Wawancara : Jumat, 7 Maret 2014
Waktu Wawancara : 16.00 WIB – 21.00 WIB
Tempat Wawancara : Sekretariat IWAYO, Nagan Lor, Alun-
alun Selatan.
Apa latar belakang anda memilih menjadi seorang waria?
Sudah dari kecil seperti ini (seperti perempia). Saya dulu saat masih 
sekolah pernah dandan. Namun karena takut ketahuan orang tua saya 
dandan di tempat teman. Saya dandan kaya cewek paling nyobain lipstik 
dan bedak di tempat (rumah) teman. Temen saya sudah tahu kepribadian 
saya ini. 
Selama itu saya pernah ketahuan keluarga dan sempat dimarahi. 
Akhirnya yang namanya masih kecil sayatidak kuat, sudah bingung mau 
ngapain. Namun waktu itu saya bersyukur orang tua lama-kalamaan bisa 
mengerti kondisi ini. Malah saya diperbolehkan menjadi perempuan 
sampai lulus SMA. 
Setelah SMA saya cona kerja tapi tidak dapat. Saya memutuskan 
melanjutkan kuliah. Orang tua saya juga mendukung. Bapak dan Ibu mau 
membiayai kuliah saya. Tapi mau bagaimana lagi, saya daftar kulaih 
malah tidak diterima. Pakaian dan jenis kelamin saya dipersoal. Padahal 
waktu itu saya sudah diumumkan diterima.
Apakah anda tahu, bahwa di Indonesia dalam setiap peraturannya 
tidak pernah disebutkan kata-kata waria?
Iya tahu.
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Mengapa anda tetap memilih menjadi seorang waria, status di KTP 
anda apa?
Sayatidak punya KTP saat umur 17. Waktu itu saya tidak bisa membuat 
KTP lantaran sudah di Yogyakarta. Saya sebagai warga pendatang. 
Katanya sekarang harus ada surat-surat pindah segala. Saya tidaktahu
ngurus prosedur membuat KTP itu.Saya juga sudah mulai jarang pernah 
pulang ke Ponorogo, Jawa Timur. Saat saya kan pergi dari Ponorogo dulu 
belum punya KTP juga. Jadinya begini di Yogyakarta tidak punya 
identitas apa-apa.
Apa tidak pernah mengajukan?
Kalau mengajukan ya pernah, tapi katane tidak boleh musti ngurus ke 
tempat asal dulu, gimana ngurusnya pulang aja saya belum mempunyai 
biaya cukup. Tunggu Bapak nanti kalau sudah kirim (uang). wong aku 
juga belum pernah punya KTP di sana kok.
Kerjaan selama ini apa?
Saya aktif mencoba jadi model perempuan. Saya ikut LSM. Saya tidak
mau nyebong. Saya sedang berusaha bangkit meski denganj kondisi 
seperti ini.
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Lampiran IV. Haisl Wawancara Dinas
HASIL WAWANCARA (CW) IV
A. Dinas
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
Nama : Bram Prasetyo
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Hari dan Tanggal Wawancara : Kamis, 27 Maret 2014
Waktu Wawancara : 08.00 WIB – 10.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil
Dinas kependudukan dan catatan sipil memiliki data tentang waria 
tidak?
Kami tidak pernah mendata waria, yang kami data itu ya laki-laki sama 
perempuan. Waria itu kan laki-laki kan? 
Banyak waria tidak punya KTP. Apa mereka tidak boleh memiliki 
KTP?
Kami tidak pernah menghalang-halangi kaum waria untuk mendapatkan 
status kependudukannya, mereka memiliki hak seperti yang lainnya. 
Namun yang menjadi masalah kenapa kami tidak bisa mengurus KTP 
bagi mereka adalah karena permintaan mereka bahwa status yang 
dicantumkan adalah laki-laki, itulah yang tidak bisa kami berikan.
Apakah ada peraturan khusus dari pemerintah daerah untuk 
menjamin hak-hak waria di Yogyakarta?
Tidak ada, kalau ada malah repot, peraturan-peraturan lain juga harus 
ganti dong, kaya misalnya hukum pidana, waria yang kena kasus mau 
118
dipenjara nanti harus dibuatkan sel sendiri gitu khusus waria. Lha, malah 
repot kalau kaya gitu.
Apa upaya yang pernah dilakukan oleh Pemkerintah Kota (Pemkot)
Yogyakarta?
Kalau mereka ke sini ya kami layani. Tapi kami kan tidak melayani kalau 
permintaan mereka itu statusnya waria. Kalau mau dicatat sebagai waria 
jelas tidak bisa. Kalau mau jadi perempuan ya silakan ke pengadilan.
Apa anda tahu bahwa para waria pernah melakukan upaya guna 
menuntut terpenuhi hak-hak sipil tersebut? Mereka butuh untuk 
memnuhi hak pendidikan dan pekerjaan? 
Kami mempersilahkan waria kalau ingin menuntun (hak-hak mereka), 
namun peraturan yang berlaku, hukum positifnya kan memang seperti 
ini. Kami bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku, kalau 
peraturannya bilang A ya kami lakukan A, kalau B ya B, dan seterusnya.
Bagi waria boro sebagian dari mereka terusir dari rumah, sementara 
untuk mengurus KTP dan lain-lain di Yogyakarta yang dibutuhkan 
ialah surat pindah dan lainnya. Dan mereka tidak bisa mengurus itu.
Sebenarnya mereka bisa-bisa saja mengurus asal mereka itu mempunyai 
KTP sebelumnya.Status kependudukan seseorang itu kan bisa karena dua 
hal yakni faktor kelahiran dan faktor pindahan. Kalau dari lahir dia sudah 
di Jogja berarti kependudukannya tidak perlu surat pindah, lain kalau 
faktor pindahan, dia harus membawa surat pindah dari tempat asalnya.
Kami tidak melarang jika mereka memilih untuk menjadi waria, namun 
yang kami tidak bisa terima adalah ketika mereka meminta dibuatkan 
KTP dengan status mereka sebagai waria. Kemudian masalah 
perkawinan, apa diakui seorang waria dalam undang-undang perdata? 
Tidak kan.
CATATAN WAWANCARA (CW) V
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2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Nama : Nurmaniyati
Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah 
Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi.
Hari dan Tanggal Wawancara : Kamis, 27 Maret 2014
Waktu Wawancara : 10.00 WIB – 14.00 WIB
Tempat Wawancara : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Yogyakarta
Apakah Dinas sosial punya data tentang waria di Kota Yogyakarta?
Tidak punya, kami belum melakukan pendataan.
Mengapa tidak meminta ke IWAYO atahu lembaga waria lain?
Kami mencari data yang valid dan kalau dari IWAYO khawatir kurang 
valid. Untuk mendata sendiri kami belum pernah terjun langsung.
Menurut anda, apa waria memiliki hak yang sama dengan warga 
lainnya?
Iya jelas, mereka kan juga warga negara tidak bisa dibeda-bedakan
Mengapa pekerjaan mereka masih sekedar mengamen atau PSK?
Sebenarnya mereka juga berhak bekerja di sektor lain tapi penampilan 
mereka pas kerja harus berpenampilan sebagai laki-laki. Mereka sendiri 
yang padatidak mau berpenampilan seperti itu, mungkin karena merasa 
tertekan kalau jadi laki-laki. Kami tidak bisa memaksa mereka.
Apa selama ini sudah ada pembinaan atahu pemberian keterampilan 
untuk para waria?
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Kami selama ini belum melakukan pembinaan terhadap waria di 
Yogyakarta, karena kami tidak memiliki data yang tentang waria. Ya 
kami paling sekedar datang kalau diundang pada kegiatan-kegiatan pentas 
misalnya, tapi kalau melakuan pembinaan secara khusus belum. Karena 
kalau mengadakan pembinaan kan juga butuh anggaran dan anggaran 
dibuat berdasarkan data waria itu.
Menurut anda, jaminan khusus terhadap waria itu diperlukan atau
tidak?
Sebenarnya perlu tapi yang membuat peraturan-peraturan itu di pusat, 
kalau di daerah kan sekedar menjalankan peraturan yang udah ada.  Kalau 
dari Dinsosnakertrans sendiri sudah punya rencana-rencana tapi saat ini 
belum sempat dijalankan.
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CATATAN WAWANCARA (CW) VI
3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta
Nama : Agus
Jabatan : Kepala SKB Kota Yogyakarta
Hari dan Tanggal Wawancara : Selasa, 25 Maret 2014
Waktu Wawancara : 08.00 WIB – 13.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor SKB Kota Yogyakarta
Apa penyebab waria tidak diterima di instansi pendidikan, 
khususnya di instansi pendidikan formal?
Waria kerap tidak diterima dalam instansi pendidikan lantaran tidak 
memenuhi syarat dari segi peraturan. Ada tiga segi syarat yang harus 
dilewati setiap orang untuk masuk dalam sebuah instansi yakni, segi 
peraturan, segi kebijakan, dan segi standar. Waria tidak memenuhi syarat 
pada peraturan yang diterapkan oleh instansi pendidikan.
Peraturan seperti apa yang dijadikan sebagai syarat?
Waria  bermasalah dengan syarat peraturan. Peraturan tersebut  kemudian 
menjadi otoritas pelaku di pihak instansi pendidikan/sekolah terkait. 
Kalau mereka butuh (akses pendidikan), seharusnya intansi bisa 
mempertimbangkan. Ada pola komunikasi tidak langsung ditolak.
Waria tidak memenuhi peraturan, sebut saja pada penggunaan pakaian 
seragam. Pakaian menjadi alasan bagaimana waria harus dipaksa 
menggunakan pakaian laki-laki. Padahal jelas mereka lebih nyaman 
diperlakukan sebagai waria.
Apa SKB menerima waria sebagai peserta didik?
Kalau waria mengusulkan mengadakan pelatihan atau kegiatan pedndikan 
lain, kami jelas bisa mengupayakan untuk bisa merealisasikannya.
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CATATAN WAWANCARA (CW) VII
4. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada (PSW UGM)
Nama : Drs. Soeprapto, S.U
Jabatan : Kepala PSW UGM
Hari dan Tanggal Wawancara :Selasa, 25 Maret 2014
Waktu Wawancara : 12.00 WIB – 14.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Pusat Studi Wanita UGM
Apa saja yang menjadi faktor penyebab seseorang menjadi waria?
Terdapat 2 faktor yang menjadikan seseorang menjadi waria,  yakni faktor 
biologis dan faktor psikologis. Genetika dan hormon menjadi faktor 
biologis yang merupakan hasil keturunan atau gejala fisik invividu 
seorang. Kemudian, faktor psikologis dipengaruhi oleh kondisi 
psikologis/lingkungan individu bersangkutan.
Sudah mengetahui factor tersebut, apa waria masih berhak 
mendapat diskriminasi?
Waria tidak sama dengan manusia lain. Punya hak dan kewajiban sama 
sebagai warga negara Indonesia. Saya menilai bahwa tindakan 
diskriminatif yang terjadi kepada waria karena ada anggapan waria 
sebagai deviant atau individu yang melakukan penyimpangan. Tindakan 
diskriminatif di dalam keluarga misalnya tidak diakuinya mereka sebagai
anggota keluarga dan terusir dari rumah. Kemudian dalam masyarakat 
misalnya waria yang kerap menjadi bahan cemoohan karena bentuk 
penampilan fisik mereka.
Bentuk diskriminasi kepada waria apa saja?
Diskriminasi terjadi di dunia kerja dan pendidikan. Status jenis kelamin 
mereka sebagai waria tidak diakui.
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Apa penyebab waria tidak diterima di instansi kerja dan 
pendidikan?
Waria kerap tidak diterima dalam instansi pendidikan lantaran tidak 
memenuhi syarat dari segi peraturan. Ada tiga segi syarat yang harus 
dilewati setiap orang untuk masuk dalam sebuah instansi yakni, segi 
peraturan, segi kebijakan, dan segi standar. Waria tidak memenuhi syarat 
pada peraturan yang diterapkan oleh instansi pendidikan.
Peraturan seperti apa yang dijadikan sebagai syarat?
Waria  bermasalah dengan syarat peraturan. Peraturan tersebut  kemudian 
menjadi otoritas pelaku di pihak instansi pendidikan/sekolah terkait. 
Kalau mereka butuh (akses pendidikan), seharusnya intansi bisa 
mempertimbangkan. Ada pola komunikasi tidak langsung ditolak.
Waria tidak memenuhi peraturan, sebut saja pada penggunaan pakaian 
seragam. Pakaian menjadi alasan bagaimana waria harus dipaksa 
menggunakan pakaian laki-laki. Padahal jelas mereka lebih nyaman 
diperlakukan sebagai waria.
124
CATATAN WAWANCARA (CW) VIII
5. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Nama : Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.
Jabatan : Wakil Rektor III UNY
Hari dan Tanggal Wawancara : Selasa, 25 Maret 2014
Waktu : 08.00 WIB – 10.00 WIB
Tempat : Wisma Olahraga (Wismor) FIK UNY
Apa waria diterima di UNY?
Calon mahasiswa yang masuk [UNY] ya harus jelas laki-laki atau 
perempuan. Itu nanti ada seleksinya juga. Kami tentu akan melihat secara 
detail identitas atau latar belakang para calon mahasiswa masing-masing. 
Data para calon mahasiswa memang harus jelas.
Lampiran V. Struktur Organisasi IWAYO

































Lampiran VII. Catatan Lapangan
Catatan Lapangan (CL) I
Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Januari 2014
Waktu : 17.00 WIB – 20.00 WIB
Tempat : Rumah Ketua IWAYO, Kotagede.
Kegiatan : Observasi Awal
Deskripsi :
Peneliti datang ke rumah Ketua IWAYO, “SR” di Kotagede untuk 
mrngadakan observasi awal sebelum mengadakan penelitian. Peneliti langsung 
bertemu dengan “SR” guna menyampaikan tujuan dak maksud kedatangan kali 
ini.Karena sudah mengenal cukup lama, “SR” menanggapi kedatangan peneliti 
dengan baik. 
Butuh pendekatan khusus kepada “SR” guna mendapat persetujuan kerjasama 
penelitian apabila ingin tidak “diperas”. Maksidnya, kerap kali sebagian besar 
waria meminta imbalan jika mereka dalam kondisi menguntungkan seperti saat 
dimintakan bantuan seperti penelitian kali ini. Waria meminta sejumlah imbalan.
Lama berbincang, akhirnya “SR” setuju bekerjasama. Shinta menceritakan 
kegiatan rutin IWAYO. Selain itu Shinta juga bercerita jika penelitian tentang 
pemenuhan hak pendidikan kepada waria belum pernah dilakukan oleh siapa pun 




Hari dan Tanggal : Senin, 27 Januari 2014
Waktu : 16.00 WIB – 18.00 WIB
Tempat : Rumah Ketua IWAYO, Kotagede.
Kegiatan : Rencana Penelitian
Deskripsi :
Peneliti kembali mengunjungi rumah “SR” guna melakukan lobi teknis 
pelaksanaan penelitian. Setelag berbincang, kami menentukan jadwal bertemu 
atau penelitian selama empat bulan mendatang.
Pembuatan jadwal tersebut bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan 
koordinasi. Selian itu, target terselesaiakan skripsi bisa terpenuhi. Maslah 
administrasi seperti surat izin penelitian, “SR” merasa tidak perlu dilaporkan ke 
IWAYO. Teknis penelitian disepakati lebih secara kulturan. Peneliti bisa masuk 
atau bertemu dengan beberapa anggota IWAYO lain atas rekomendasi “SR”.
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Catatan Lapangan (CL)III
Hari dan Tanggal : Kamis, 31 Januari 2014
Waktu : 17.00 WIB – 18.00 WIB
Tempat : Rumah Ketua IWAYO, Kotagede.
Kegiatan : Penyerahan Izin Penelitian
Deskripsi :
Sebagai formalitas, surat izin penelitian tetap penelii sampaikan kepada 
IWAYO. Dalam kunjungan ke rumah “SR” ii, peneliti diberikan arahan untuk 
menemui sejumlah anggota IWAYO yang berkompeten menjawab mengenai 
pemenuhan hak pendidikan waria. 
Saat itu juga peneliti diajak untuk mendatangi secretariat IWAYO di 
Nagan Lor. Alun-alaun utara pada pekan selanjutnya.
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Catatan Lapangan (CL) IV
Hari dan Tanggal : Jumat, 7 Februari 2014
Waktu : 16.00 WIB – 18.00 WIB
Tempat : Sekretariat IWAYO, Nagan Lor, Alun-Alun Selatan
Kegiatan : Penelitian
Deskripsi :
Peneliti datang ke sekretariat dengan maksud bertemu sejumlah anggota 
IWAYO yang direkomendasikan “SR” sebagai narasumber atau subjek penelitian 
menanggapi masalah pemenuhan hak pendidikan. Namun, saat itu karena 
terkendala dengan sejumlah masalah, “SL” dan “CC” tidak bisa datang ke 
sekretariat. Mereka berdua adalah orang yang dianggap mampu dan relevan 
sebagai narasumber. 
Kali ini peneliti sudah mendapat subjek penelitian meski belum dilakukan 
wawancara mendalam. Tidak mau rugi karena tidak bertemu subjek penelitian, 
peneliti memanfaatkan komputer IWAYO untuk mencari data diri organisasi 
warai tertua di Yogyakarta itu. Syukur saat itu “SR” mengizinkan. Setelah dibuka, 
ternyata data tersebut dibawa atau hanya ada di laptop milik “SL”. Jadi data 
adminsitrasi IWAYO belum bisa di dapat. Peneliti memilih berbincang dengan 
“SR” saja untuk membuatkan janji bertemu para nara sumber.
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Catatan Lapangan (CL) V
Hari dan Tanggal : Selasa, 23 Februari 2014
Waktu : 16.00 WIB – 21.00 WIB
Tempat : Rumah Ketua IWAYO, Kotagede.
Kegiatan : Wawancara Penelitian
Deskripsi :
Peneliti mengunjungi rumah “SR” kembali. Kali ini peneiliti mempunyai 
misi untuk wawancara mendalam dengan ketua IWAYO ini. Beruntung, suasana 
hati “SR” tengah sumringah. Dia memilik waktu luang untuk banyak berbincang 
kisah hidupnya dan kelompok IWAYO.
Dalam wawancara peneliti mendapatkan informasi mengejutkan seperti 
“SR” yang pernah kuliah di UGM dan sebagian besar asnggota IWAYO yang 
ditolak oleh keluarga hingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Rata-rata anggota 
IWAYO hanya sekolah hingga SMP. Mereka tidak melanjutkan sekilah lantaran
dua hal, masalah administrasi sekolah karena identitas menjadi waria dan keluarga 
yang tidak mendukung. 
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Catatan Lapangan (CL) VI
Hari dan Tanggal : Jumat, 7 Maret 2014
Waktu : 16.00 WIB – 21.00 WIB
Tempat : Sekretariat IWAYO, Nagan Lor, Alun-alun Selatan.
Kegiatan : Wawancara Penelitian
Deskripsi :
Peneliti mengunjungi sekretariat IWAYO kembali. Kali ini peneiliti 
mempunyai misi untuk wawancara mendalam dengan bendahara IWAYO, “SL”
dan anggota IWAYO, “CC”. “SL” dan “CC” banyak bercerita tentang kisah atau 
pengelaman hidup menjadi waria. 
Dalam wawancara peneliti mendapatkan informasi “SL” tidak mengikuti 
sekolah formal lantaran ditolak oleh instansi. Sehingga dia memilih untuk 
mengikuti kegiatan pendidikan non formal atau vokasional seperti les. Beruntung, 
orang tua “SL” tidak begitu bermasalah dengan statusnya sebagai waria. 
Senada dengan “SL”, keluarga “CC” juga menerima dia sebagai waria. 
Namun saat dia maju untuk mendaftar perguruan tinggi. Dia terkendala dengan 
penolakan dalah satu instansi pendidikan (universitasi) di Yogyakarta yang 
menolak dia dengan dalih sebagai waria.
133
Catatan Lapangan (CL) VII
Hari dan Tanggal : Senin, 10 Maret 2014
Waktu : 16.00 WIB – 21.00 WIB
Tempat : Sekretariat IWAYO, Nagan Lor, Alun-alun Selatan.
Kegiatan : Penggalian Data
Deskripsi :
Peneliti mengunjungi sekretariat IWAYO dan kembali berjumla “SL”. 
Kali ini peneiliti mempunyai misi untuk memperoleh data tertulis tentang profil 
IWAYO. Data kemudian penelititampung. Ternyata, dari data yang ada, beberapa 
anggota IWAYO belum tercatat sehingga peniliti ikut turun tangan bersama “SR”
dan “SL” berencana mengunjungi sejumlah komunitas untuk dilakukan pendataan 
ulang para anggota IWAYO. 
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Catatan Lapangan (CL) VIII
Hari dan Tanggal : Senin, 17 Maret 2014
Waktu : 16.00 WIB – 21.00 WIB
Tempat : Sekretariat IWAYO, Nagan Lor, Alun-alun Selatan.
Kegiatan : Penggalian Data
Deskripsi :
Peneliti mengunjungi sekretariat IWAYO. Kali ini peneliti bertemu 
dengan pengurus komunitas Sidomulyo dan BI untuk memperoleh data lengkap 
anggota mereka. Data dirasa sudah lengkap, peneliti kemudia menyusun dan 
analisis data tersebut.
Dalam kesempatan bertemu komunitas Sidomulyo, peneliti juga mendapat 
cerita banyak mengenai kisah merka dalam menghadapi permasalahan hidup 
sebagai waria. Merka msih mengalami kesulitan dalam memperoleh kerja. 
Sebagian besar dari mereka juga tidak leluasa mendapatkan pelayanan pendidikan 
selama memperkenalkan diri sebagai waria. 
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Catatan Lapangan (CL) IX
Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Maret 2014
Waktu : 08.00 WIB – 13.00 WIB
Tempat : Wisma Olahraga UNY dan SKB Kota Yogyakarta
Kegiatan : Wawancara
Deskripsi :
Peneliti mengunjungi Wisma Olahraga UNY untuk berjumla dengan 
Wakil Rektor II UNY, Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes. Kali ini peneliti menggali 
permasalah pendidikan yang terjadi pada waria. Peneliti meminta tanggapan 
khusu kebijakan instansi pendidikan untuk menanggapi calon siswa atau 
mahasiswa yang ternyata berindentitas sebagai waria. Prof. Dr. Sumaryanto. M. 
Kes berkomitmen akan menyeleksi secara utuh kemampuan akademik dan syarat 
lain seperti mahasiswa pada umumnya. 
Hanya jika terjadi ada waria yang mendaftra, bakal ada waktu khusus 
untuk dilakukan perbincangan. Pilihan UNY mengerucup pada identitas waria 
tersebut bakal tetap menjadi laki laki atau perempuan. Kejelasan identitas jenis 
kelamin itu penting diketahui untuk menjaga norma lembaga pendidikan selamin 
membeikan prosi pendidikan kepada waria bersangkutan.
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Catatan Lapangan (CL) X
Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Maret 2014
Waktu : 12.00 WIB – 14.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat Studi Wanita UGM
Kegiatan : Wawancara
Deskripsi :
Peneliti mengunjungi Pusat Studi Wanita (PSW) UGM untuk berjumla 
dengan Kepala PSW UGM, Drs. Soeprapto, S.U. Kali ini peneliti menggali kajian 
PSW mengani fenomena waria hingga mngerucut pada pembahasan pemenuhan 
hak pendidikan. 
Peneliti juga menanyakan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan
waria kepada PSW sebagai peneliti atau ahli. Data dari PSW menjadi bahan baru 
peneliti untuk menulis mengenai waria. 
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Catatan Lapangan (CL) XI
Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Maret 2014
Waktu : 08.00 WIB – 10.00 WIB
Tempat : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta
Kegiatan : Wawancara
Deskripsi :
Peneliti bertemu dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta guna memperoleh informasi 
mengenai penilaian atau sudut pandang pemerintah dalam menanggapi fenomena 
waria sebagai warga negara yang memiliki hak sipil.
Peneliti memperoleh sejumlah data meski banyak berupa pernyataan yang 
dikemukakan Kabid Pendaftaran Pedndukan tersebut. Data untuk menguatkan 
status waria dalam identitas (jenis kelamin).
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Catatan Lapangan (CL) XII
Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Maret 2014
Waktu : 10.00 WIB – 14.00 WIB
Tempat : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta
Kegiatan : Wawancara
Deskripsi :
Peneliti bertemu dengan Ketua Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas 
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta guna memperoleh 
informasi tentang kebijakan pemerintah memberikan pelayanan kepada waria. 
Peniliti menilau sejauh mana Dinas Ssial melakukan program kerja kepada 
waria dalam upaya memenuhi kebutuhan atau jaminaan sosial mereka.
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Lampiran VIII. Dokumentasi Penelitian
DOKUMENTASI FOTO
Gambar 1. Aksi kampanye IWAYO
Gambar 2. Kerjasama penelitian dan kegiatan IWAYO
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Gambar 3. Sekretariat IWAYO
Gambar 4. Bergabung dengan kegiatan rutin IWAYO
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